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KATA PENGANTAR

Dalam rangka reorientasi bidang kesehatan hewan, maka suatu perubahan
konsepsi mendasar dan dinamis perlu terus dipikirkan untuk meletakkan peran dokter
hewan dalam posisi yang tepat dan penting dalam pembangunan subsektor peternakan
pada khususnya dan pembangunan sektor pertanian pada umumnya serta kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada dasarnya kesehatan hewan bukan saja harus integral dengan peternakan,
akan tetapi juga merupakan bagian dari kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peran
dokter hewan yang sangat penting adalah dalam melindungi kesehatan manusia melalui
pengendalian penyakit hewan yang menular ke manusia (zoonosis), keamanan dan
ketahanan pangan, serta kelestarian lingkungan.

Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan pemikiran para dokter
hewan di Indonesia tentang arah kesehatan hewan ke masa depan yang akan sangat
ditentukan oleh peran profesi yang berpegang teguh pada kode etik dan profesionalisme.

Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi profesi dokter hewan dan
pihak lain yang berminat mengetahuilebih banyak tentang peran dokter hewan.

Jakarta, Agustus 2007

Penulis

drh. Tri Satya Putri Naipospos, Mphil, PhD
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Peran dokter hewan di pemerintahan sangat penting terutama dalam mengambil,
menentukan dan menjalankan kebijakan mengenai segala hal yang menyangkut
pembangunan peternakan pada umumnya dan pembangunan kesehatan hewan
pada khususnya. Seringkali kebijakan yang harus diambil sangat sulit dan rumit
serta mempunyai dampak yang luas dan sangat nyata bagi masyarakat, sehingga
memerlukan berbagai pertimbangan baik teknis, sosial, ekonomi, maupun politik
yang acuan referensinya belum tentu diperoleh dengan mudah dan dalam waktu
singkat.

Dengan berlakunya era perdagangan bebas dan tantangan pembangunan
peternakan yang semakin kompleks, maka peran dokter hewan di pemerintahan telah
mengalami pergeseran. Pendekatan yang dahulu hanya berupa pendekatan penyakit
(disease approach), telah berubah menjadi pendekatan kesehatan hewan (animal
health approach) secara menyeluruh. Begitu juga dengan semakin ketatnya persaingan
perdagangan ternak dan hasil ternak antar negara, maka konsep risiko nol (zero risk)
telah bergeser menjadi konsep risiko yang masih dapat diterima (acceptable risk).

Perubahan sangat cepat yang terjadi pada sistem produksi ternak dan hasil ternak
merupakan tantangan bagi profesi dokter hewan. Perubahan ini menyangkut
kecenderungan terjadinya peningkatan menyeluruh dari skala operasional industri,
integrasi vertikal, kemajuan dalam efisiensi pasar, dan regionalisasi produksi.

Perubahan ini paralel dengan yang terjadi pada ekonomi global terutama dengan
terbentuknya blok-blok perdagangan dan penandatanganan perjanjian perdagangan
bebas antara dua negara atau lebih. Hal ini menuntut reaksi yang cepat dan tepat dari
dokter hewan pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mengantisipasi setiap
perubahan dengan perhitungan analisa risiko (risk analysis) yang kritis dan sistematis.

PERAN DOKTER HEWAN DI PEMERINTAHAN

Peran dokter hewan di pemerintahan begitu luas, oleh karena berkaitan bukan
hanya dengan disiplin ilmunya semata-mata, akan tetapi juga berkaitan dengan disiplin
ilmu pertanian, kesehatan masyarakat dan pangan (agriculture, public health and food).
Dengan demikian tantangan dokter hewan di pemerintahan ke depan sangat berat
karena memiliki peran yang interdisipliner dan harus memainkan peran penghubung
(liaison roles) dari ke-tiga disiplin ilmu tersebut diatas.

Berbagai hal yang harus ditangani oleh dokter hewan pemerintah sebagai katalis
pembangunan sektor pertanian pada umumnya dan subsektor peternakan pada
khususnya. Tantangan dokter hewan pemerintah terutama dalam menangani berbagai
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hal tersebut, termasuk pengendalian penyakit (disease control), keamanan pangan
(food safety), dan kesehatan lingkungan (environmental health).

Dengan demikian kontribusi profesi dokter hewan pemerintah dalam konteks
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari
peranannya dalam membebaskan suatu wilayah/negara dari penyakit hewan menular
tertentu, mempertahankan kebebasan suatu wilayah/negara dari penyakit hewan
menular tertentu, dan menyediakan bahan pangan hewani yang memenuhi persyaratan
aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Disamping itu diperlukan keterlibatan yang sangat intens dari dokter hewan
pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan masuknya penyakit dari luar
wilayah/negara atau timbulnya wabah penyakit hewan menular dengan suatu
manajemen kesiagaan darurat (emergency management). Begitu juga penanganan
dokter hewan pemerintah dalam setiap tahapan dan komponen yang membangun mata
rantai penyediaan bahan pangan asal ternak “dari peternakan sampai konsumen” (from
farm to table).

PENDEKATAN PROFESI

Pendekatan yang digunakan dalam profesi dokter hewan pemerintah adalah
pendekatan kesehatan kelompok (herd health) dalam kaitannya dengan peningkatan
efisiensi produksi ternak. Pelayanan yang diberikan oleh dokter hewan pemerintah
lebih berorientasi kepada populasi, aspek pencegahan, aspek lingkungan dan ekonomi,
daripada kesehatan dan penyakit.

Dengan demikian strategi program kesehatan hewan yang harus dilakukan oleh
pemerintah dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit
adalah pengelolaan penyakit dalam populasi (disease management in populations).

Pelayanan yang diberikan oleh dokter hewan pemerintah dapat diklasifikasikan
menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan hewan (preventive veterinary medical
services), dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (veterinary public health
services).

Dalam memberikan pelayanan, maka orientasi kepada kelompok atau populasi
hewan/ternak yang besar menjadi lebih penting daripada individu hewan/ternak. Begitu
juga pertimbangan ekonomi yang menyebabkan profesi dokter hewan pemerintah
harus lebih banyak memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan (preventive
medicine). Dengan demikian pelayanan pemerintah di bidang kesehatan hewan harus
diorganisasikan secara ekstensif dan lebih berorientasi kepada masyarakat bawah
(grass root).

Fungsi dokter hewan di pemerintahan dapat dibagi tiga kategori yaitu fungsi yang
berkaitan dengan hewan/ternak (animal-related functions), fungsi biomedik (biomedical
functions), dan fungsi generalis (generalist functions).
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Tanggung jawab dokter hewan pemerintah dalam menjalankan fungsi yang
berkaitan dengan hewan/ternak mencakup pengawasan produksi, pengolahan dan
pemasaran bahan pangan asal ternak dan hasil bahan asal ternak; masalah kesehatan
masyarakat yang berkaitan dengan industri ternak, seperti pengamanan pembuangan
limbah ternak (safe disposal of animal wastes); diagnosis, surveilans dan pengendalian
penyakit zoonosis; dan kesejahteraan hewan (animal welfare).

Tanggung jawab dokter hewan pemerintah dalam menjalankan fungsi biomedik
mencakup epidemiologi; pelayanan laboratorium kesehatan hewan; kesehatan
lingkungan (environmental health); perlindungan bahan pangan asal ternak (food
protection); produksi dan pengendalian produk biologik; evaluasi dan pengendalian
obat hewan; serta pengendalian penyakit reproduksi dan kemajiran.

Tanggung jawab dokter hewan pemerintah dalam menjalankan fungsi generalis
harus didukung dengan penguasaan terhadap aspek administrasi, perencanaan dan
koordinasi.

FASILITASI PERDAGANGAN TERNAK DAN HASIL TERNAK

Bebasnya suatu negara dari penyakit hewan menular tertentu terutama yang
masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dapat menjadi faktor
pendorong untuk mendapatkan peluang ekspor bagi ternak dan hasil ternak. Status
bebas penyakit bukan hanya memberikan keuntungan finansial bagi suatu negara,
akan tetapi juga keuntungan lainnya dilihat dari aspek sosial budaya maupun politik.

Isu kesehatan hewan dapat digunakan oleh suatu negara untuk menghambat
masuknya/menolak sementara suatu komoditi ternak atau hasil ternak yang tidak
diinginkan, atau juga untuk menolak secara menyeluruh komoditi ternak atau hasil
ternak yang dianggap bertindak sebagai media pembawa penyakit dari luar negeri.

Menurut Perjanjian Perdagangan tentang Tarif dan Perdagangan (General
Agreement on Tariff and Trade), importasi ternak dan hasil ternak yang dilakukan oleh
suatu negara dengan maksud melindungi kesehatan manusia dan hewan seharusnya
didasarkan atas kebenaran ilmiah dan prinsip-prinsip penilaian risiko (risk assessmet).

Pada waktu dahulu, dengan menggunakan pendekatan penyakit dan konsep risiko
nol telah mendorong dokter hewan pengambil kebijakan di pemerintahan untuk
melaksanakan tindakan penolakan terhadap importasi ternak dan hasil ternak yang
dianggap dapat menularkan dan menyebarkan penyakit dari luar negeri. Meskipun
kebijakan ini secara nyata telah berhasil mencegah pemasukan penyakit ke suatu
negera, akan tetapi menimbulkan pula biaya tinggi baik untuk negara pengekspor
maupun negara pengimpor.

Penyebaran penyakit tidak berlangsung secara random, akan tetapi mengikuti pola
epidemiologi tertentu. Ketidakinginan suatu negara untuk menanggung kerugian
ekonomi yang disebabkan oleh timbulnya penyakit hewan menular telah menyebabkan
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pihak berwenang di bidang kesehatan hewan di tingkat nasional (national veterinary
authority) menerapkan kebijakan dan peraturan importasi yang sangat ketat.

ANALISA RISIKO

Mengingat persaingan perdagangan yang sangat ketat diantara negara-negara di
dunia dan pengaruh perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal telah
menyebabkan dokter hewan pengambil kebijakan di pemerintahan melakukan
perubahan, mengingat perdagangan ternak dan hasil ternak tidak mungkin berjalan
efektif dan efisien tanpa risiko sekecil apapun.

Perubahan lebih baik yang disepakati adalah mempelajari risiko yang mungkin
terjadi sebagai akibat dari importasi ternak maupun hasil ternak dan kemudian
menganalisanya. Metoda analisa risiko yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman
OIE. Proses ini ditempuh melalui langkah-langkah identifikasi bahaya (hazard
identification), penilaian risiko (risk assessment), manajemen risiko (risk management),
dan komunikasi risiko (risk communication).

Langkah pertama adalah menyusun daftar penyakit hewan menular yang berjangkit
di negara pengekspor darimana sumber ternak maupun hasil ternak berasal, setelah itu
mengidentifikasi penyakit mana yang paling berpotensi untuk terbawa melalui ternak
atau hasil ternak yang akan diimpor. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian
terhadap setiap risiko yang mungkin ditimbulkan oleh penyakit tersebut dengan
memperhitungkan apakah kejadian penularan terjadi di negara asal atau setelah
sampai di negara tujuan.

Begitu juga diperhitungkan alur yang dilalui oleh ternak atau hasil ternak di negara
asal selama proses produksi, pengolahan, maupun pengangkutan, serta alur yang
dilalui ternak atau hasil ternak di negara tujuan sampai terjadi penularan penyakit ke
ternak lain atau penularan ke manusia.

Berdasarkan pada setiap risiko yang telah dipelajari, kemudian dilakukan langkah
berikutnya berupa upaya pencegahan melalui tindakan karantina atau tindakan
perlakuan tertentu terhadap ternak atau hasil ternak seperti pengujian laboratorium,
vaksinasi, prosedur jaminan mutu (quality assurance) dan lain sebagainya apabila
diperlukan.

Langkah terakhir adalah melakukan komunikasi mengenai jenis risiko, tingkat
bahaya, dan upaya pencegahan yang harus dilakukan kepada seluruh pihak terkait
(stakeholders) termasuk peternak, pedagang, importir, industri dan masyarakat
konsumen.
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KEBIJAKAN PENGAMANAN MAKSIMUM

Kebijakan pengamanan maksimum (maximum security) merupakan suatu
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan
sebagai pemegang kewenangan tertinggi (the highest authority) di bidang kesehatan
hewan. Keputusan ini merupakan suatu kebijakan profesional yang secara teknis
harus dapat dipertanggungjawabkan mengingat implikasinya yang sangat luas
menyangkut perlindungan kehidupan dan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi
dalam negeri, perlindungan industri dalam negeri dan peningkatan kepercayaan luar
negeri.

Mengingat kaitan dengan hal tersebut diatas, maka peran dokter hewan dalam
pemerintahan menjadi sangat strategis terutama dalam membuat kebijakan yang
benar-benar mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak terkait (stakeholders).
Dalam pertimbangan tersebut, harus juga diperhatikan kepentingan masyarakat
konsumen secara luas.

Pada dasarnya konsumen menerima keuntungan jangka panjang dalam bentuk
kualitas, keanekaragaman dan pasokan produk ternak yang cukup sebagai hasil dari
perdagangan internasional, akan tetapi secara nyata juga harus membayar setiap
pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan hewan. Dengan demikian setiap
keputusan tentang importasi harus menyeimbangkan secara adil antara berbagai pihak
terkait.

Dalam setiap importasi, pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang
menderita kerugian selalu adalah pihak yang berbeda satu sama lain. Seperti
contohnya, sebagian besar produsen ternak lokal, produsen pakan dan industri
pengolahan hasil ternak tidak akan menerima keuntungan apapun dari importasi
produk ternak yang murah dari luar negeri, bahkan mereka sama sekali tidak memiliki
daya saing (competitive advantage).

Di lain pihak apabila suatu produk dari luar negeri menjadi media pembawa
penyakit yang ditularkan kepada populasi ternak di negara pengimpor, maka beban
kerugian yang disebabkan oleh tindakan karantina, tindakan pemberantasan dan
dibatasinya ekspor harus ditanggung oleh produsen ternak lokal, produsen pakan dan
industri pengolahan hasil ternak.

MANAJEMEN DARURAT

Kejadian suatu wabah penyakit eksotik seperti penyakit mulut dan kuku (PMK)
akan menyebabkan beban dan tanggung jawab yang berat bagi pihak berwenang di
bidang kesehatan hewan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, karena kejadian wabah penyakit bisa terjadi
secara tiba-tiba, maka peran dokter hewan pemerintah menjadi sangat penting dan
kritis dalam prosedur kesiagaan darurat (emergency action plan). Prosedur ini akan
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berperan sebagai sumber ilmiah, logistik dan manajerial yang dibutuhkan bagi
persiapan atau operasional penanggulangan suatu keadaan darurat penyakit eksotik.

Peranan dokter hewan pemerintah pada masing-masing tingkat akan sangat
penting mulai dari tahap awal terjadinya suatu keadaan darurat penyakit sampai
kepada operasional penanggulangan yang harus dimulai secara terarah dan
terkonsolidasi melalui pembentukan dan manajemen pos komando wabah di daerah
tertular dan juga pusat penanggulangan wabah pada tingkat kabupaten, propinsi dan
pusat.

Peranan dari masing-masing individu dokter hewan pemerintah yang terlibat dalam
persiapan atau operasional penanggulangan suatu keadaan darurat penyakit perlu
ditetapkan secara tegas untuk memantapkan garis komando dan koordinasi. Jumlah
personil yang memegang peranan bergantung kepada sifat dan luasnya kejadian
wabah, ketersediaan dan kemampuan tenaga yang ada dan perkembangan kampanye
penanggulangan wabah. Tantangan bagi dokter hewan pemerintah adalah setiap
keputusan yang diambil dalam memimpin operasi keadaan darurat memerlukan
kemampuan teknis dan manajerial yang memadai.
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Perkembangan yang begitu cepat di bidang teknologi dan perdagangan global telah
menempatkan posisi otoritas kesehatan hewan atau disebut juga otoritas veteriner
menjadi semakin penting dan strategis di negara manapun di dunia, termasuk juga
di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan otoritas kesehatan hewan adalah suatu
kelembagaan di pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan
(animal health) dan sekaligus kesehatan masyarakat (public health).

Tentunya otoritas kesehatan hewan dalam administrasi publik bukan hanya harus
mampu menjawab persoalan yang dikemukakan oleh otoritas yang menangani
pertanian, akan tetapi juga oleh otoritas yang menangani kesehatan masyarakat.
Dalam setiap persoalan yang dikemukakan, otoritas kesehatan hewan harus mampu
menerapkan seluruh ketrampilan, pengetahuan, dan sumberdaya yang dimiliki profesi
kedokteran hewan untuk memberikan perlindungan dan perbaikan terhadap kesehatan
masyarakat dan hewan.

Otoritas kesehatan hewan berkontribusi secara langsung dan nyata terhadap fisik,
mental dan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat, baik dengan cara melindungi
kesehatan manusia melalui pencegahan penyakit zoonosis dan pengendalian higiene
pangan hewani maupun dengan cara meningkatkan produksi ternak primer dan
sekunder.

Dalam perjalanannya, otoritas kesehatan hewan telah menghadapi berbagai
tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan transformasi global dimana bidang
kesehatan hewan dituntut untuk mampu memenuhi permintaan dan peluang yang
timbul sebagai akibat pembangunan yang dilakukan masyarakat.

Sejarah di abad yang lalu telah mendorong perubahan nyata di bidang kesehatan
hewan, dari peran tradisionalnya yang hanya mengobati hewan dan melindungi
kesehatan manusia, ke peran modern yang lebih menekankan kepada keterkaitan
antara bidang kesehatan hewan dengan manusia dan lingkungan.

Dalam meningkatkan perannya, otoritas kesehatan hewan harus mengikuti
perubahan di bidang kesehatan hewan yang cenderung berubah dari terapi individual
ke terapi massal, dari pencegahan individual ke implementasi rencana aksi menyeluruh
untuk pemberantasan penyakit hewan. Begitu juga mampu untuk mengantisipasi
munculnya penyakit sebagai akibat aplikasi teknologi di bidang produksi ternak, dan
pengembangan nutrisi ternak. Selain itu terjadi pergeseran dari yang semula hanya
pengamatan patologi ternak di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ke arah konsep
RPH sebagai tempat pengamatan epidemiologi dimana hasil kegiatan budidaya
peternakan dapat diverifikasi.
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POsIisI DALAM PEMERINTAHAN

Dalam konteks struktur pemerintahan nasional, otoritas kesehatan hewan harus
memainkan peran sebagai 'penjamin’ (guarantor). Pelayanan yang diberikan otoritas
kesehatan hewan harus mampu menjamin bahwa seluruh persoalan yang
berhubungan dengan kegiatan dan kompetensi bidang kesehatan hewan dikelola
secara efektif dan sedemikian rupa, sehingga mengedepankan hak dan standar
perlindungan kesehatan bagi semua warga negara.

Istilah 'penjamin’ berarti otoritas kesehatan hewan bertindak sebagai pihak ketiga
bagi pihak-pihak lain terkait, dan dalam menjalankan fungsi kebijakan harus bersifat
independen dan transparan. Peran ’'penjamin’ dari otoritas kesehatan hewan harus
dianggap sebagai kewajiban institusional. Dengan demikian otoritas kesehatan hewan
harus memiliki mandat yang diberikan oleh pemerintah di tingkat nasional untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan hewan dengan sumberdaya yang tersedia.

Untuk memenuhi fungsi kebijakan tersebut, otoritas kesehatan hewan harus
mampu menggambarkan transparansi dan kompetensi yang dimiliki, begitu juga
kemampuan melakukan intervensi dan tindakan yang memadai serta terukur melalui
suatu sistem evaluasi. Sistem evaluasi meliputi organisasi dan manajemen pelayanan,
dan harus didasarkan kepada kriteria akreditasi mutu yang mengacu kepada standar
jaminan mutu pelayanan internasional.

GLOBALISASI PERDAGANGAN TERNAK DAN HASIL TERNAK

Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS) menetapkan bahwa pembatasan
terhadap lalu lintas ternak dan hasil ternak dari suatu negara pengekspor yang
dianggap tertular penyakit hewan menular tertentu harus dimotivasi oleh perlindungan
kesehatan konsumen dan pengamanan kekayaan sumberdaya peternakan dari negara
pengimpor.

Dengan perjanjian SPS, setiap negara berhak menerapkan tindakan perlindungan,
apabila dianggap perlu untuk melindungi lingkungan dan kesehatan populasi manusia,
hewan dan tumbuhan dari setiap bahaya (hazard) yang berasal dari impor. Sepanjang
negara pengimpor tidak membuat diskriminasi antara hewan domestik dan impor.
Meskipun begitu, tidak ada satu negarapun yang diperbolehkan menerapkan tindakan
perlindungan tanpa alasan ilmiah yang sah.

Analisa risiko (risk analysis) digunakan menetapkan dan menjustifikasi suatu
tindakan perlindungan tersebut. Analisa risiko menjadi suatu alat yang ’indispensable’,
baik untuk melindungi publik maupun memastikan bahwa industri pangan agro nasional
mempunyai akses ke pasar dunia, sehingga lebih diinginkan dan lebih menguntungkan.

Regulasi internasional menetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office
International des Epizooties/OIE) dan Codex Alimentarius Organisasi Pangan Dunia
(Food and Agriculture Organization/FAO) sebagai kelembagaan teknis yang
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menerbitkan standar acuan internasional yang digunakan untuk mengevaluasi
importasi ternak atau produk ternak dalam kaitannya dengan tingkat perlindungan yang
diinginkan.

Namun demikian di sisi lain regulasi tersebut juga menimbulkan hambatan. Tanpa
tindakan pengendalian resmi yang efektif oleh otoritas kesehatan hewan, tidak ada satu
negarapun yang mampu memiliki akses ke pasar internasional ternak, hasil ternak dan
bahan pangan asal ternak.

KESEHATAN HEWAN DAN LINGKUNGAN

Hubungan antara lingkungan pedesaan dan kegiatan pertanian termasuk
peternakan menunjukkan bahwa bidang kesehatan hewan dan lingkungan saling
berkaitan erat. Setiap kegiatan pertanian yang intensif akan selalu menghasilkan
degradasi lingkungan yang umum (erosi, kebakaran dan sebagainya).

Di samping itu pengendalian yang efektif terhadap kondisi peternakan diperlukan
untuk membatasi dan mencegah polusi lingkungan. Apabila konsep populasi diperluas
mencakup bukan hanya polutan organik, akan tetapi juga obat-obatan, disinfektan,
bakteri patogenik disbnya, maka peran otoritas kesehatan hewan akan menjadi
semakin fundamental.

Disposal karkas dan sisa-sisa hewan mungkin juga berperan sebagai vektor dalam
penularan penyakit dan berdampak terhadap lingkungan. Bentuk-bentuk polutan lain
yang perlu diwaspadai, seperti organisme rekayasa genetika (Genetically modified
organisms/GMQO) dan residu zat-zat berbahaya dalam karkas hewan (logam berat,
dioxin dan sebagainya).

KESEJAHTERAAN HEWAN

Pendekatan etika menyangkut hubungan hewan dengan manusia sangat bervariasi
menurut budaya setempat dan bahkan memiliki dimensi ekonomi dan politik.
Liberalisasi perdagangan hewan menimbulkan kepentingan untuk menjamin ’tingkat
minimum kesejahteraan hewan’ dalam perdagangan internasional, tanpa menimbulkan
hambatan perdagangan.

Lima kriteria kesejahteraan hewan yang dianut yaitu bebas dari rasa lapar dan
haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit, bebas
mengekpresikan kelakuan yang normal, bebas dari rasa takut dan tertekan. Dengan
lima kriteria ini diharapkan dapat menjamin pengembangan ternak yang optimal.
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KESEHATAN HEWAN DAN BIOTERORISME

Banyak senjata biologi yang sifatnya zoonotik, sangat patogen untuk hewan.
Kegiatan bioterorisme selain berdampak kepada manusia, implikasinya juga dapat
mempengaruhi ekonomi negara. Otoritas kesehatan hewan harus mengembangkan
prosedur operasional khusus untuk intervensi cepat, dekontaminasi dan pembangunan
kembali kondisi aman.

Kerjasama otoritas kesehatan hewan antar negara diperlukan untuk berbagi
keahlian, peralatan dan sumberdaya dalam upaya untuk menahan penyebaran secara
cepat dan mengurangi pengaruh dari bioterorisme tersebut.

MANDAT DI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Otoritas kesehatan hewan harus terdiri dari otoritas pusat (centralized agency)
yang memiliki peran sentral yang bertanggung jawab dalam penetapan strategi umum,
verifikasi dan hubungan internasional, dan otoritas daerah (peripheral agency) yang
memiliki kontak langsung dengan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam
implementasi kegiatan yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Dalam sistem otonomi, otoritas kesehatan hewan daerah dapat melakukan
perencanaan kegiatannya masing-masing, tetapi tetap dalam kerangka sistem
kesehatan hewan nasional (SISKESWANNAS). Otoritas daerah memiliki tingkat
kewenangan tertentu dalam menetapkan lokasi dan struktur, dan bekerjasama dengan
pemerintah daerah setempat.

Salah satu kelemahan dari sistem otonomi adalah apabila tidak ada penguatan
kelembagaan otoritas pusat untuk melaksanakan pengecekan di tempat (spot checks),
sehingga efisiensi daripada otoritas kesehatan hewan daerah dapat berbeda-beda di
masing-masing wilayah. Dengan demikian rencana aksi hanya dapat diterapkan secara
parsial atau tidak sepenuhnya efektif, dan bahkan tidak dapat diimplementasikan
secara cepat.

Dengan demikian otoritas kesehatan hewan memegang posisi yang penting dalam
struktur pemerintahan di Indonesia, dalam hal evaluasi dan pengendalian resiko
keamanan pangan. Apabila tidak ada suatu kelembagaan khusus tertentu di tingkat
nasional untuk hal tersebut, maka dipastikan akan terjadi kesimpangsiuran dalam
menetapkan dan menginterpretasikan setiap kebijakan perlindungan dan kesehatan
hewan dan manusia yang diperlukan bagi suatu negara. Pada gilirannya, hal ini akan
berakibat gagalnya negara tersebut mencapai tingkat keamanan pangan yang
diinginkan.
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Dokter hewan merupakan sumberdaya nasional yang unik, oleh karena mereka
adalah satu-satunya profesional kesehatan yang dididik dalam ‘multi species
comparative medicine’. Salah satu langkah pemikiran mengenai masa depan
profesi dokter hewan adalah perlunya mengeksplorasi tren pasar kerja yang sedang
berlangsung.

Dengan latar belakang pendidikan tersebut, profesi dokter hewan harus mampu
membuat kaitan yang sangat khusus antara pertanian dan kedokteran manusia.
Pemanfaatan dari kaitan ini sudah berjalan secara ekstensif dengan berbagai
keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, dukungan
masyarakat terhadap pendidikan kedokteran hewan, seperti yang dapat dilihat dari
sejarah, adalah keterkaitan profesi tersebut dengan produksi pangan dan pengendalian
penyakit zoonosis.

Peran dokter hewan yang utama adalah dalam pemeliharaan kesehatan hewan
kesayangan, hewan ternak, hewan kebun binatang, hewan olah raga dan hewan
laboratorium, baik yang hidup di darat, di air, maupun di udara.

Hampir seperempat abad terakhir, dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia
yang mulai berubah, kedokteran hewan dan kelembagaan pendidikannya dalam
pengertian yang luas merefleksikan perubahan tersebut. Urbanisasi dan peningkatan
kemakmuran mendorong kenaikan permintaan terhadap perawatan dan pelayanan
medik bagi hewan kesayangan (companion animal).

Pada saat yang sama, timbul kebutuhan nasional yang kritis akan dokter hewan di
bidang kesehatan masyarakat (public health), keamanan dan ketahanan pangan (food
safety and security), kesehatan hewan, dan comparative medicine. Di sisi lain,
kenyataan yang ada menunjukkan bahwa jumlah dan mutu dokter hewan yang ada
sekarang semakin menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan.

Seperti diketahui tren adalah pola yang berubah dari urutan kepentingan menurut
waktu. Tulisan ini mencoba untuk membahas pasar kerja lulusan kedokteran hewan di
masa lalu, saat ini dan pandangan ke depan. Meskipun hanya didasarkan atas kajian
pribadi dan bukan data primer dari lapangan, akan tetapi diharapkan dapat
menyumbangkan suatu pemikiran kepada profesi dokter hewan ke depan.

TREN SOSIAL

Kesuksesan masa depan profesi dokter hewan sangat ditentukan oleh bagaimana
profesi ini menjawab tantangan perubahan kebutuhan dan harapan yang ada di
masyarakat. Banyak masalah yang terjadi di masa lalu dan bahkan masih berlangsung
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sampai dengan saat ini yang menyangkut struktur kelembagaan pelayanan kesehatan
hewan yang kurang efisien, begitu juga praktek dan sikap bisnis yang kurang tepat,
dan profesionalisme yang tidak memadai.

Tren sosial yang mempengaruhi profesi dokter hewan saat ini antara lain perhatian
yang lebih tinggi terhadap isu lingkungan dan keamanan pangan, polarisasi antara
segmentasi agri-bisnis versus pola budidaya ternak (life-style farming), peningkatan
akses terhadap informasi melalui teknologi elektronik, peningkatan skala usaha, dan
industrialisasi pertanian.

Sebagai akibat pengaruh tren sosial tersebut, maka terjadi pergeseran peran
dokter hewan dari isu-isu kesehatan hewan (animal health issues) ke isu-isu kesehatan
masyarakat (public health issues). Dengan demikian pergeseran ini mendorong
timbulnya spesialisasi dokter hewan yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai
kepentingan yang ada di masyarakat.

TREN KEBUTUHAN DOKTER HEWAN

Dengan melihat demografi penduduk dan tren pendapatan di Indonesia, maka
pertumbuhan permintaan akan dokter hewan sampai dengan tahun 2020 didorong
terutama oleh permintaan pelayanan kesehatan hewan kesayangan. Hal yang perlu
mendapat perhatian adalah apakah hal ini berkorelasi dengan kecenderungan lebih
banyaknya jumlah lulusan kedokteran hewan wanita saat ini.

Populasi hewan kesayangan dan kepemilikan 1980-2005 di Indonesia
menunjukkan bahwa ada perubahan dalam jumlah dan jenis hewan kesayangan yang
dipelihara. Pergeseran terjadi dari kesukaan memelihara hewan kesayangan tradisional
seperti anjing dan kucing, menjadi hewan kesayangan eksotik seperti burung, ikan,
musang, dan reptilia lainnya.

Pada saat ini kebutuhan akan dokter hewan dirasakan terjadi di berbagai segmen
baik praktek swasta, industri dan pemerintah. Kebutuhan ini mencakup delapan
kelembagaan pemerintah, delapan segmen industri, dan berbagai praktek swasta
(rumah sakit hewan, klinik hewan, laboratorium swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan sebagainya).

DOKTER HEWAN DI PEMERINTAHAN

Delapan kelembagaan pemerintah yang dimaksud mencakup Departemen
Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kesehatan, Dinas yang
menangani fungsi kesehatan hewan di Propinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Iimu
Pengetahuan Indonesia (LIPIl), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
Kepolisian, dan perguruan tinggi.
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Disamping pengetahuan umum mengenai administrasi publik, berbagai spesialisasi
dibutuhkan untuk menangani berbagai bidang di kelembagaan pemerintah, baik yang
menyangkut pelayanan administrasi, pelayanan teknis maupun penelitian. Berbagai
pengetahuan mencakup kesehatan masyarakat (public health) dan penyakit zoonosis,
epidemiologi, termasuk investigasi wabah dan kesiagaan penyakit (disease
preparedness).

Untuk mendukung kebijakan penolakan penyakit terutama yang berasal dari luar
negeri, maka diperlukan pengetahuan mengenai analisa risiko (risk analysis),
keamanan pangan (food safety), dan kesejahteraan hewan (animal welfare).

Selain itu, tergantung kepada bidang yang dimasuki, maka masing-masing dokter
hewan membutuhkan pendalaman terhadap beberapa ilmu pengetahuan dasar yang
diperoleh di pendidikan, seperti toksikologi, patologi, bakteriologi, virulogi, immunologi,
reproduksi dan inseminasi buatan, serta transfer embrio.

Keahlian tertentu dibutuhkan apabila memasuki bidang-bidang yang lebih spesifik
lagi, seperti produksi vaksin, perbibitan (animal breeding), pengujian mutu obat hewan
(veterinary drug assay), penyakit ikan (fish diseases), hewan percobaan (laboratory
animal medicine), penelitian biomedik (seperti bioteknologi peternakan, biologi
molekuler, immunologi), dan hewan transgenik.

DOKTER HEWAN DI INDUSTRI

Delapan segmen industri yang membutuhkan dokter hewan terdiri dari industri obat
hewan, industri produsen ternak, industri pengolah/pengemas, industri penyedia bahan
dan peralatan medik, industri penyedia fasilitas penelitian medik, industri pakan ternak,
perusahaan bioteknologi, dan perusahaan produk hewan kesayangan (pet product).

Saat ini profesi dokter hewan dituntut untuk menyediakan pelayanan yang lebih
spesifik bagi industri dibandingkan dengan dahulu. Dengan tren spesialisasi yang
semakin meningkat ini, maka kesempatan bagi dokter hewan untuk bidang spesialisasi
baru akan semakin banyak pula. Hal ini juga bergantung kepada industri produsen
ternak yang dimasuki, baik itu industri sapi potong, sapi perah, babi maupun ayam.

Khusus dalam teknologi industri pangan yang semakin maju (global food insdutry),
maka peran profesi dokter hewan sangat diperlukan dalam melegitimasi dan
mengefektifkan seluruh mata rantai pengendalian keamanan pangan (food safety
control). Di mulai dari peternakan (farm), kemudian selama proses pengangkutan dan
penanganan (termasuk pemotongan yang humane), setiap tahapan penanganan dan
pemrosesan di pabrik (plant), transportasi sampai ke pasar, distribusi, retail, serta
penyiapan dan penanganan akhir. Dalam hal ini dokter hewanlah yang harus memiliki
peranan yang semakin penting dan bahkan memimpin dalam konsep industri pangan
modern "from Farm to Consumer”.
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Berbagai bidang keahlian di industri pangan yang perlu mendapatkan pelayanan
dokter hewan yang dapat dianggap sebagai peluang pasar kerja adalah keamanan
pangan (food safety), termasuk pengawasan mutu produk (quality control) dengan
penerapan sistem Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP).

Khusus untuk dokter hewan yang bekerja di industri obat hewan, maka diperlukan
pemahaman yang mendalam tentang keamanan obat hewan (veterinary drug safety),
termasuk inspeksi plant dengan penerapan Good Management Practice (GMP), efikasi
penggunaan obat hewan untuk pelayanan medik dan keamanan pakan (feed safety),
termasuk mekanisme resistensi obat hewan (drug resistance).

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh dokter hewan di industri adalah
mikrobiologi, toksikologi, farmakologi, dan penyakit ikan (fish diseases), termasuk
aquaculture. Selain itu di bidang peternakan lainnya yang memerlukan campur tangan
dokter hewan dengan keahlian khusus berupa solusi terhadap masalah lingkungan,
inovasi reproduksi (perbibitan sapi, unggas, ruminansia kecil). Beberapa pengetahuan
tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar profesi dokter hewan
dalam peluang pasar kerja di industri, yang tidak kalah pentingnya dengan
pengetahuan teknis adalah manajemen, sistem produksi ternak (/ivestock production
system), analisa risiko (risk analysis), ekonomi, dan pemasaran (marketing).

DOKTER HEWAN PRAKTEK SWASTA

Pasar kerja dokter hewan praktek swasta terutama sangat terbuka dengan
dukungan industri obat hewan serta industri penyedia bahan dan peralatan medik yang
dapat mendorong terwujudnya pelayanan yang profesional dan mandiri. Bidang
spesialisasi sangat bergantung kepada pasar kerja yang tersedia, mulai dari pelayanan
medik oleh individual, kelompok (klinik dan rumah sakit), pet shop, kebun binatang,
pusat olahraga kuda, sirkus maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM yang memerlukan dokter hewan sangat bervariasi mulai dari yang bergerak di
bidang pengembangan ternak dengan pendekatan ‘community work’, konservasi,
rehabilitasi primata, rehabilitasi satwa liar dan sebagainya.

Spesialisasi yang diperlukan untuk mendukung pasar kerja swasta tersebut adalah
medik hewan kecil (small animal medicine), medik hewan besar (large animal
medicine), medik perkudaan (horse medicine), medik hewan eksotik (exotic animal
medicine), medik satwa liar (wild life medicine), dan medik hewan air (water animal
medicine).
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RIUH rendah berita ancaman rabies yang melanda Pulau Flores, rupanya hanya
berputar sekitar Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sampai sekarang belum dianggap
sebagai bencana nasional meskipun telah menimbulkan kematian manusia
sebanyak 96 orang sampai dengan saat ini.

Tidak terasa masalah rabies sudah berjalan tiga tahun dan cukup menjadi beban
bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah NTT sendiri. Hampir setiap
hari berita rabies di surat-surat kabar lokal seperti Flores Pos, Pos Kupang menjadi
konsumsi masyarakat setempat dan menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai
pihak, mulai dari eksekutif maupun legislatif.

Debat pro dan kontra terhadap eliminasi anjing secara besar-besaran bukan hanya
melibatkan mereka yang berprofesi sebagai dokter hewan dan orang-orang yang
berkecimpung di bidang peternakan, akan tetapi juga kalangan politisi, pengamat sosial
budaya dan LSM.

Seandainya kita mengambil jalan darat dari Maumere di sebelah timur Pulau Flores
menuju ke arah barat, maka akan nyata terlihat bahwa tidak banyak lagi anjing-anjing
berkeliaran di sepanjang jalan yang kita lalui. Bahkan kalau diamati sejak memasuki
Kabupaten Ngada, tidak ada lagi anjing kelihatan sepanjang jalan, seakan-akan
masyarakat setempat sudah benar-benar menganggap anjing sebagai musuh utama
yang benar-benar harus diburu, ditangkap, dan dibunuh. Kemungkinan hanya terlihat
satu atau dua ekor di sepanjang jalan Kabupaten Ende, itupun anjing usia muda yang
belum atau tidak sempat untuk dimusnahkan.

Seperti diketahui, masyarakat Pulau Flores sebagaimana halnya dengan
kebanyakan penduduk di pulau-pulau lainnya di Provinsi NTT sangat menyukai dan
mencintai hewan anjing, sehingga tidak heran betapa populasi anjing sangat tinggi
disana dengan kepadatan rata-rata 37 ekor per kilometer persegi.

Boleh dikatakan, hampir semua rumah tangga memiliki anjing dan hewan ini
digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menjaga rumah, menjaga
kebun, berburu, dagingnya untuk dimakan dan bahkan dijadikan santapan yang disukai
di restoran dan warung-warung.

Tidak heran anjing menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi

disamping kegunaannya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat seperti mas
kawin dalam upacara perkawinan, upacara memasuki rumah baru, dan sebagainya.
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BELUM ADA VAKSINASI

Begitu rabies dipastikan sebagai penyebab kematian dari orang yang pertama kali
dilaporkan digigit anjing pada bulan Desember 1997 di Kabupaten Flores Timur, maka
hampir semua orang yang mengetahui bahwa wilayah ini sebenarnya termasuk wilayah
atau daerah bebas rabies sejak beratus-ratus tahun yang lalu merasa terhenyak
seketika. Wilayah bebas bukannya bertambah atau minimal bisa kita pertahankan,
akan tetapi malahan timbul wilayah tertular baru tanpa dapat diprediksi sebelumnya.

Dengan timbulnya wabah rabies di Pulau Flores yang letaknya hampir ditengah-
tengah wilayah bebas rabies, maka wajar saja bila kekhawatiran mulai timbul diantara
provinsi-provinsi yang bertetangga jika rabies di Pulau Flores tidak berhasil diberantas.

Penyebab masuknya rabies di Pulau Flores adalah anjing tertular yang dibawa oleh
nelayan pedagang antar pulau tradisionil yang berasal dari Pulau Buton Sulawesi
Tenggara, dimana kejadian rabies di sana sifatnya endemik atau sudah biasa terjadi.

Perdagangan antar pulau semacam ini tetap berlangsung sampai dengan saat ini,
dan kemungkinan para pedagang tersebut membawa serta anjingnya sangat sulit
dihindari atau dipantau, oleh karena mereka sering kali menurunkan barang
dagangannya di tempat-tempat sepanjang pantai yang memungkinkan dan tidak
melalui pintu-pintu masuk yang mudah diawasi, seperti pelabuhan dan melalui lalu
lintas perdagangan bisa saja rabies menyebar ke wilayah lain di luar Pulau Flores.

Kebijakan awal yang ditempuh pemerintah, pada saat dimulainya wabah rabies
di Pulau Flores pada tahun 1998 adalah dengan melakukan eliminasi anjing atau
pemusnhahan anjing, dan tidak melakukan vaksinasi adalah dengan maksud agar rabies
dapat diberantas secara cepat dengan menghilangkan sumber penyakit dan memutus
rantai penularan.

Pada saat rabies telah menyebar ke Kabupaten Sikka pada tahun yang sama,
kebijakan ini tetap dilanjutkan dan belum ada upaya untuk memperkenalkan vaksinasi
anjing kepada masyarakat setempat.

Eliminasi anjing ternyata tidak memecahkan masalah rabies di kedua kabupaten
tersebut oleh karena pada tahun 1999 rabies bukannya mereda, akan tetapi malahan
sudah menyebar ke Kabupaten Ende yang letaknya hampir di tengah-tengah Pulau
Flores.

Pada awal tahun 2000, wabah rabies sudah melewati Kabupaten Ende dan timbul
di Kabupaten Ngada. Sejak bulan April-Agustus 2000 terjadi kasus gigitan anjing yang
sangat tinggi dan banyak menimbulkan korban kematian manusia.

Dalam waktu lima bulan tercatat 49 orang meninggal, yaitu hampir separuh dari
jumlah kematian di seluruh daratan Pulau Flores sejak tahun 1997. Ini adalah kejadian
yang paling dramatik sepanjang kejadian berjangkitnya rabies di Pulau Flores dan
membuat jajaran pemda setempat hampir tidak bisa tidur nyenyak.
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Di Kabupaten Ngada, jumlah anjing yang dibunuh diperkirakan hampir mencapai
60-70% dari populasi yang ada. Aparat desa bersama-sama dengan masyarakat
setempat melakukan penangkapan, pengejaran, dan pembunuhan anjing dengan
berbagai macam cara untuk berupaya keluar dari situasi yang sangat mencekam pada
waktu itu.

Pilihan yang sama-sama sulit dirasakan oleh masyarakat. Untuk mereka tidak ada
jalan lain yang dapat dilakukan apabila melihat sanak saudara atau tetangga, atau
penduduk satu desa mendadak meninggal dalam waktu singkat dengan latar belakang
digigit anjing sebelumnya.

Sudah disadari sejak awal bahwa kebijakan eliminasi anjing adalah sangat tidak
populer bagi masyarakat di Pulau Flores, oleh karena peran anjing dalam aspek
kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dampak perluasan penyakit yang sudah hampir meliputi seluruh daratan Pulau
Flores disebabkan oleh karena penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan
penduduk berupaya menyembunyikan anjingnya di kamar, kebun, hutan atau bahkan
dibawa lari ke desa atau kabupaten lain.

Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan eliminasi total anjing di
Kabupaten Ngada sesungguhnya berhasil meredakan kasus rabies, akan tetapi bukan
berarti bahwa agen penyakit sudah benar-benar hilang dari wilayah tersebut.

Persoalan di Pulau Flores adalah kompleks dimana antar satu aspek dengan aspek
lainnya saling mengait sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemda bersama-sama
dengan tokoh-tokoh adapt maupun agama, dan masyarakat setempat selain
melakukan pemusnahan anjing secara besar-besaran.

Para tokoh agama seperti pastor, memberikan penerangan kepada masyarakat
melalui khotbah di gereja-gereja. Rakyat mengikuti kata pastor dengan merelakan
anjingnya untuk dibunuh karena menganggap mereka adalah panutan dan dapat
dipercaya.

PROGRAM TIDAK JALAN

Penanganan wabah, khususnya rabies, tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya
masyarakat, infrastruktur, dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah yang mengalami
wabah.

Kebijakan vaksinasi yang ditetapkan kemudian sejak Pemerintah menganggap
bahwa wabah sudah tidak bisa diatasi dengan hanya melakukan pemusnahan anjing
ternyata sangat sulit untuk dimulai.

Apabila vaksinasi harus dijalankan, maka Dinas Peternakan di Pulau Flores harus
memiliki semua yang dibutuhkan agar proses tersebut dapat berjalan baik tenaga,
sarana maupun dana yang cukup.
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Kondisi infrastruktur kesehatan hewan di Pulau Flores secara keseluruhan sangat
menyedihkan, jumlah petugas sangat terbatas, refrigerator untuk penyimpanan vaksin
dalam jumlah besar tidak ada, peti es untuk penyimpanan vaksin selama operasional
lapangan tidak ada, dana untuk pembelian injeksi dan jarum suntik tidak tersedia.

Disamping itu kendaraan roda empat untuk operasional tidak ada. Kalaupun ada,
kendaraan roda dua itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas. Hal ini masih dibarengi
dengan kemampuan SDM yang sangat terbatas dan kapasitas laboratorium diagnostik
yang minim, yang memperparah jalannya penanggulangan wabah.

Menurut keterangan petugas Dinas Peternakan setempat adalah lebih mudah
melakukan pembunuhan anjing daripada vaksinasi, oleh karena pekerjaan ini dianggap
tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak terlalu membutuhkan biaya besar.

HARUS KOMITMEN BERSAMA

Pembebasan Pulau Flores dari rabies harus menjadi suatu komitmen bersama
antara semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, organisasi profesi,
perguruan tinggi, LSM maupun segenap masyarakat.

Maria Banda sebagai seorang yang mewakili dunia pemerhati sosial budaya di NTT
mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan wabah rabies di Pulau Flores harus
senantiasa mempertimbangkan situasi sosial budaya setempat dan juga perlu
memperhatikan ekologi, serta ekosistem daerah.

Berkurangnya populasi anjing secara drastis, setelah puluhan ribu anjing dibunuh
akan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan yang tidak bisa dihindarkan,
seperti bencana gagal panen bahkan kelaparan apabila tidak ada lagi anjing yang
umumnya digunakan untuk melindungi tanaman padi maupun palawija lainnya dari
serangan tikus, babi hutan, landak, dan sebagainya.

Sudah jelas, gerakan pembunuhan anjing secara total seperti yang diterapkan
sekarang ini tidak dapat menghabiskan seluruh populasi anjing di Pulau Flores. Tidak
ada satu negara yang melakukan pola pemberantasan wabah rabies dengan
pembunuhan total anjing. Kebijakan vaksinasi anjing dan hewan penular rabies lainnya
sudah jelas tidak bisa ditawar lagi dan secara akal sehat harus diupayakan dengan
mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi selama ini.

Konsolidasi dan koordinasi antar kabupaten perlu dilakukan oleh karena program
vaksinasi anjing mau tidak mau harus dijalankan di Pulau Flores untuk memberikan
kekebalan kepada populasi yang tersisa dan populasi generasi baru dengan meminta
semua bupati se-kabupaten di Pulau Flores untuk menyepakati tindakan
penanggulangan wabah yang seragam dan terpadu.

Dengan kesatuan tindakan, maka pemerintah bersama-sama dengan masyarakat
akan mampu membebaskan Pulau Flores kembali menjadi daerah bebas rabies seperti
dahulu.
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Menurut Philip M. Kitala (1995), kenaikan populasi anjing yang begitu cepat dengan
tingkat pertumbuhan sembilan persen per tahun dengan rata-rata kelahiran lima ekor
per induk anjing, paling tidak memberi gambaran bagaimana rencana program
vaksinasi tersebut harus dilakukan. Sebab, itu berarti dalam waktu satu tahun hampir
separuh populasi sudah kembali.

Dengan pelaksanaan vaksinasi secara rutin setiap tahun sampai seluruh anjing
tervaksinasi dan tidak terjadi lagi kasus positif rabies sampai beberapa tahun ke depan,
maka diharapkan Pulau Flores dapat dinyatakan bebas kembali pada tahun 2004.

PERLU POLA JELAS

Upaya penanggulangan rabies ke depan harus mempunyai pola jelas sehingga
semua pihak yang terkait sebagaimana disebutkan di atas dapat menyatukan persepsi
dan memahami posisi masing-masing dalam kegiatan yang sifatnya inter sektoral
semacam ini.

Percepatan pelaksanaan vaksinasi yang dijalankan secara serius dengan
melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti pembentukan kader-kader
vaksinator desa secara cukup maupun pendekatan kepada masyarakat melalui
sosialisasi berkesinambungan oleh lembaga adat, LSM, lembaga Gereja dan instansi
lainnya.

Penjelasan pengambilan keputusan vaksinasi secara transparan terutama dari para
penentu kebijakan di pusat maupun daerah diharapkan dapat meredam keresahan dan
kebingungan masyarakat dalam memahami kebijakan Pemerintah.

Perlu dikemukakan kepada masyarakat alasan-alasan kenapa kebijakan lalu yang
tidak dapat dipertahankan lagi, serta hal-hal apa yang perlu dikedepankan di masa
mendatang sehingga masyarakat di Pulau Flores dapat membina kembali
keharmonisan hubungan fungsional manusia dengan hewan dan manusia dengan
lingkungannya.

[ KOMPAS, Kamis, 1 Maret 2001 — Rubrik Nasional]
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Sejak pertama kali kejadian Anthrax pada ternak kerbau dilaporkan tahun 1884 di
wilayah Teluk Betung Propinsi Lampung, negeri ini tidak pernah luput dari serangan
penyakit tersebut hampir di seluruh wilayah. Sampai saat ini tercatat 22 propinsi
pernah mengalami kejadian Anthrax di sejlumlah kabupaten tertentu.

Tentunya tidak mengherankan mengingat Anthrax adalah penyakit yang bersifat
universal. Seluruh wilayah dunia mulai dari negara yang beriklim dingin, subtropis
maupun tropis, dan juga mulai dari negara yang berpendapatan rendah, negara sedang
berkembang bahkan negara maju pernah mengalami Anthrax (lihat Gambar 1).
Kuman Anthrax dapat hidup dimana-mana, kecuali di wilayah dekat kutub utara dan
selatan.

Baru-baru ini telah terjadi kasus Anthrax di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor yang menjadi berita nasional dan bahkan mendapat
perhatian besar dari Presiden Republik Indonesia. Kematian manusia akibat Anthrax di
Indonesia memang bukan terjadi kali ini saja, tetapi khusus kasus Anthrax di Desa
Citaringgul ini mendapatkan peliputan media massa cetak dan elektronik yang cukup
luas.

Pertama karena jumlah orang yang mati akibat makan daging kambing sakit cukup
banyak (enam orang), kedua kasusnya terjadi di lokasi yang sangat dekat dengan ibu
kota republik, dan ketiga isu tentang Anthrax berulang kali muncul menjelang Lebaran.

DAERAH ENDEMIS ANTHRAX

Data kasus Anthrax baik pada hewan (data Departemen Pertanian) maupun pada
manusia (data Departemen Kesehatan) terutama sejak tahun 1965-2004 menunjukkan
bahwa ada empat propinsi yang dapat dinyatakan sebagai daerah endemis Anthrax, di
mana penyakit terjadi secara berulang dalam selang waktu tertentu. Keempat provinsi
tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa
Tenggara Timur (NTT).

Pada tahun 2003, kasus Anthrax pada hewan tercatat di Kabupaten dan Kota
Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kabupaten
Bima (NTB), dan Kabupaten Sikka (NTT). Dengan demikian, sangatlah perlu bagi
masyarakat petani yang tinggal di daerah endemis Anthrax untuk memperhatikan cara-
cara berternak yang baik (good husbandry practices) untuk mencegah berjangkitnya
Anthrax kembali.

Kuman penyebab Anthrax yaitu Bacillus anthracis yang memiliki dua bentuk, yaitu
bentuk vegetatif dan bentuk spora. Di luar tubuh hewan atau manusia, kuman
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mempunyai kemampuan membentuk spora yang mampu bertahan pada kondisi
lingkungan yang ekstrem untuk jangka waktu yang sangat lama (50-70 tahun).

Kuman Anthrax merupakan bagian dari flora tanah yang normal. Kuman akan
menggandakan diri secara cepat pada keadaan di mana terdapat faktor lingkungan
yang mendukung, seperti tanah beralkalin yang mengandung bahan organik yang
tinggi, tingkat kalsium dan nitrogen yang memadai, pH netral, suhu diatas 15,5 °C, dan
terjadinya perubahan besar dari lingkungan mikro tanah seperti yang dihasilkan pada
curah hujan tinggi.

Gambar 1 : Peta Anthrax di Dunia
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Sumber : World Health Organization (2001)

EKOLOGI ANTHRAX

Dari segi ekologi, wabah Anthrax seringkali berkaitan dengan curah hujan tinggi
dan banjir. Kebanyakan kasus Anthrax terjadi di daratan rendah yang mempunyai
perbedaan musim dan secara langsung berkaitan dengan jumlah curah hujan. Kasus
Anthrax juga terjadi bersamaan dengan musim hujan, di mana ternak mulai makan
tanaman yang baru tumbuh.
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Ada suatu teori menyatakan bahwa aliran air yang terus-menerus dan berevaporasi
ke wilayah lebih rendah dapat mengumpulkan spora yang berasal dari epidemik yang
lalu sehingga terkonsentrasi di wilayah tersebut dan meningkatkan potensi penularan.

Praktik-praktik sosial dalam masyarakat peternakan terutama di Asia dan Afrika,
termasuk tukar-menukar ternak sapi, disposal karkas yang tidak memadai, makan
daging yang terkontaminasi, penggembalaan yang berlebihan, dan cakupan vaksinasi
yang kurang memadai, memegang peranan penting dalam tingkat endemisitas Anthrax.
Berlainan dengan di negara-negara maju, di mana penyebab yang lebih penting adalah
kasus Anthrax pada pekerja industri wol yang terekspos secara aerosol.

Kejadian Anthrax di Desa Citaringgul mungkin bisa dihubungkan dengan musim
kemarau yang panjang dan menjelang awal musim hujan seperti sekarang ini, di mana
kuman menemukan kondisi yang kondusif unuk tumbuh. Setelah mengalami siklus
vegetatif dalam tanah, kemudian kuman membentuk spora kembali. Proses ini akan
mampu menghasilkan konsentrasi spora yang tinggi dalam tanah cukup untuk
menyebabkan ternak kambing yang digembalakan atau merumput atau diberi makan
kulit singkong yang terkontaminasi terjangkit Anthrax.

Gambar 2 berikut ini memuat siklus Anthrax yang menjelaskan penularan dari
hewan ke manusia melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui luka kecil di kulit (anthrax
kutaneus), melalui hidung di mana spora terhirup (anthrax pulmonum) dan melalui
mulut di mana spora tertelan akibat makan daging hewan yang terkontaminasi (anthrax
gastro-intestinal).

Gambar 2 : Siklus Anthrax
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KABUPATEN BOGOR SEBAGAI DAERAH ENDEMIS ANTHRAX

Ada sembilan kecamatan di Kabupaten Bogor yang dinyatakan sebagai daerah
endemis Anthrax, yaitu Bojong Gede, Cibinong, Citeureup, Babakan Madang,
Sukaraja, Jonggol, Sukamakmur, Cileungsi, dan Kelapanunggal (lihat Gambar 3).

Sepanjang tahun 2001-2004, kasus Anthrax pada manusia dilaporkan terjadi
setiap tahun dan kebanyakan tipe kutaneus (Anthrax kulit). Di Kecamatan Babakan
Madang sendiri dilaporkan kejadian Anthrax di Desa Sentul (2001) dan Desa
Kadumangu (2002). Pada tahun 2003 terjadi di empat desa, yaitu Desa Sentul, Karang
Tengah, Kadumangu, dan Citaringgul. Kemudian tahun 2004 di tiga desa yaitu Desa
Kadumangu, Cipambuan, dan Citaringgul.

Kasus Anthrax pada hewan di Kabupaten Bogor dilaporkan lebih sedikit dan
terutama banyak terjadi pada kambing dan domba. Pada tahun 2001 kasus Anthrax
terjadi di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup; Desa Karadenan, Kecamatan
Cibinong; sedangkan di Kota Bogor terjadi di Desa Kedung Badak dan Cimahpar. Pada
tahun 2002 kasus Anthrax kembali terjadi di Desa Hambalang. Pada tahun 2003 kasus
Anthrax terjadi di Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Tanah Sareal.

Gambar 3 : Peta daerah endemis Anthrax per kecamatan di Kabupaten Bogor

PARUNG
PANJANG

CILEUNGSI

CIBINONG KLAPANUNGGAL
JONGGOL

CITEUREUP

BBK.MADANG SUKAMAKMUR

SUKARAJA

Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat




BERTERNAK DI DAERAH ENDEMIS ANTHRAX

PERLUNYA KOMUNIKASI RISIKO

KOMUNIKASI RISIKO

Secara retrospektif menunjukkan bahwa Kabupaten Babakan Madang merupakan
daerah rawan Anthrax, dan masyarakat di sana perlu mendapatkan informasi secara
meluas dan transparan tentang risiko penyakit, dampak kerugian sosial dan ekonomi
yang ditimbulkan, dan cara-cara pencegahan dan penanggulangan Anthrax yang
benar. Upaya mencegah berjangkitnya Anthrax berkaitan erat dengan metoda
komunikasi risiko, yaitu bagaimana pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi,
maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik sendiri-sendiri maupun terpadu,
mampu mengomunikasikan pesan-pesan tersebut secara aktif, jelas, dan padat untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness). Komunikasi harus bersifat
dua arah untuk membahas risiko yang akan dialami masyarakat dan mencari solusi
yang terbaik untuk wilayah tersebut.

Penyuluhan tentang Anthrax harus memperhitungkan sistem pertanian di
Kabupaten Babakan Madang. Meskipun lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta,
struktur kemiskinan terlihat sangat kentara di sana. Sebagian besar petani di
kabupaten tersebut adalah petani penggarap yang usahanya bertanam singkong untuk
menyuplai kebutuhan pabrik tapioka yang berlokasi di sana. Sekaligus juga sebagai
peternak yang menyuplai kebutuhan daging sate kambing untuk wilayah sekitarnya,
terutama yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Di wilayah tersebut, pola pemeliharaan
ternak kambing begitu menyatu dengan rumah dengan rata-rata kepemilikan 5-10 ekor.
Ciri-ciri pemeliharaan masih tradisional di mana lokasi kandang dengan rumah sangat
dekat, tenaga kerja berasal dari keluarga, dan belum adanya wadah kelembagaan
peternak. Secara turun-temurun petani menerapkan sistim integrasi ternak-tanaman
”zero waste” dengan memberikan daun, limbah umbi, dan kulit singkong kepada ternak
kambingnya, sedangkan kotoran kambing digunakan untuk pupuk tanaman singkong.

Dengan demikian, kemampuan melaksanakan upaya pencegahan dan
penanggulangan Anthrax bukan hanya menyangkut aspek teknis, melainkan juga
aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Secara bertahap, sosialisasi tentang pentingnya
cara-cara beternak yang baik dengan pelaporan dini hewan sakit, vaksinasi Anthrax
secara teratur dua kali setahun, pemotongan ternak sesuai prosedur kesehatan
masyarakat veteriner yang dikoordinasikan di bawah pengawasan Dinas Peternakan
setempat, dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum ternak kambing dijual atau
dibeli. Begitu juga pemilihan bibit ternak yang baik dan pemberian pakan yang aman.
Dalam jangka panjang, perlu diberikan kesadaran pada masyarakat bahwa risiko
Anthrax di daerah endemis pada dasarnya harus ditanggung bersama oleh semua
pihak yang terkait, baik masyarakat petani, pemerintah maupun konsumen pada
umumnya.

[KOMPAS, Sabtu, 5 Maret 2005 — Rubrik lImu Pengetahuan]
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INDONESIA memang biasa menangani anthrax yang sering kali menyerang ternak
(Kompas, 27 Oktober 2001), akan tetapi, tak banyak yang tahu bahwa anthrax
sebagai senjata biologis sangat jauh berbeda dengan kejadian alamiahnya. Anthrax
sebagai senjata biologis adalah spora yang sudah mengalami rekayasa genetika,
sehingga daya pemusnah yang dimilikinya lebih besar daripada spora anthrax yang
hidup dalam lingkungan sekitar kita.

Anthrax seperti halnya smallpox dan plague dikategorikan dalam sepuluh agen
biologis urutan teratas dalam bioterorisme dengan tingkat keganasan yang sama dan
berpotensi menimbulkan masalah global. Kategori tersebut didasarkan pada
kemampuan penyebaran atau penularannya, potensinya dalam menimbulkan masalah
kesehatan masyarakat (seperti angka kematian yang tinggi), potensinya dalam
menimbulkan kepanikan publik dan gangguan sosial, serta seberapa besar upaya
kesiagaan darurat yang harus dipersiapkan masyarakat.

PENYAKIT HEWAN

Selama berabad-abad, di seluruh dunia anthrax menyebabkan penyakit pada
hewan terutama hewan berdarah panas dan pemakan rumput (herbivora) seperti sapi,
kerbau, kambing, domba, kuda dan babi. Dalam tubuh hewan, kuman akan berada
dalam bentuk vegetatif dan tumbuh secara cepat. Apabila kuman keluar dari tubuh
hewan dan terbuka kena udara, maka anthrax akan membentuk spora. Umumnya
spora anthrax tidak muncul dari tanah dalam jumlah besar.

Meskipun anthrax dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis), akan tetapi
lebih disebut sebagai penyakit hewan daripada penyakit manusia. Bagi seorang dokter
hewan seringkali tidak terlalu sulit untuk menyatakan seekor hewan mati karena
anthrax, oleh karena kematian terjadi sangat mendadak dan ditandai dengan
menetesnya darah dan cairan darah dari lubang-lubang kumlah.

Dalam keadaan normal anthrax tidak menyerang manusia dan biasanya manusia
tertular anthrax oleh karena bersentuhan dengan hewan tertular atau mengonsumsi
bagian tubuh hewan tertular atau menghirup spora anthrax. Namun demikian, anthrax
tidak menular dari manusia ke manusia. Apabila yang terhirup hanya sejumlah kecil
spora, maka kejadian tersebut belum mampu menimbulkan infeksi. Sejumlah studi
menunjukkan bahwa paling sedikit sepuluh ribu spora anthrax harus dihirup dalam-
dalam ke paru-paru untuk memulai infeksi. Bahkan satu studi menunjukkan pekerja
industri pakan ternak yang secara rutin terekspos lebih dari 500 spora selama delapan
jam tidak menderita anthrax.
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Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), definisi kasus anthrax pada manusia
adalah kasus klinis dalam bentuk kulit, bentuk pencernaan, atau bentuk paru-paru yang
dikonfirmasi dengan hasil laboratorium berupa isolasi B. anthracis dari jaringan tubuh,
atau dari lokasi tubuh yang terinfeksi. Anthrax menyerang jaringan tubuh dengan
mengeluarkan toksin khusus, satu spora tidak mampu menghasilkan toksin
secukupnya untuk memulai infeksi.

Dapat dikatakan bahwa anthrax pada manusia adalah penyakit yang sangat jarang
terjadi. Hanya ada 18 kasus anthrax paru-paru di Amerika Serikat dari tahun 1900-
1978. Terdapat 224 kasus infeksi anthrax kulit antara tahun 1944-1994. Meskipun
demikian, wabah anthrax kulit paling hebat yang pernah terjadi adalah di Zimbabwe
dengan lebih dari sepuluh ribu kasus tahun 1979-1985. Anthrax pencernaan sangat
jarang dilaporkan. Di Indonesia, kasus yang paling banyak terjadi adalah anthrax kulit,
akan tetapi kejadian anthrax paru-paru belum pernah dilaporkan.

Pengalaman yang paling hebat dalam kasus anthrax paru-paru terjadi setelah
pelepasan secara tidak sengaja spora anthrax ke udara di suatu fasilitas biologi militer
di Sverdlovsk, Rusia pada tahun 1979. Sejumlah 79 kasus anthrax paru-paru
dilaporkan, dimana 68 orang diantaranya meninggal dunia. Ini tercatat sebagai wabah
anthrax terburuk pada manusia yang pernah terjadi di suatu negara industri modern.

Dalam kondisi alamiah, spora anthrax dapat ditemukan di tanah hampir di seluruh
wilayah Benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia. Di seluruh dunia, anthrax
dilaporkan terjadi di 82 negara. Kecuali di daerah-daerah yang sangat dingin seperti
wilayah dekat kutub utara dimana spora anthrax hampir tidak mungkin hidup (lihat
Gambar). Hanya sedikit sekali wilayah di dunia yang diketahui bebas atau tidak pernah
melaporkan adanya penyakit ini sejak dulu yaitu Cyprus, New Zealand, Belize, negara-
negara Karibia kecuali Haiti, Malaysia, Taiwan, Swedia, Eire, Austria, Republik Czech,
Denmark, Finlandia, Luxembourg, Malta dan Guianas (termasuk Guyana dan
Suriname).

Salah satu masalah dengan spora anthrax ini adalah potensi masa inkubasi. Spora
anthrax baru menimbulkan gejala paling cepat 2 hari setelah terekspos. Meskipun
demikian, penyakit berkembang setelah 6—8 minggu setelah terekspos. Bahkan pada
kejadian di Sverdlovsk, satu kasus baru timbul setelah 46 hari terekspos.

Lamanya spora bertahan di udara dan jarak yang dapat ditempuh sebelum spora
menjadi tidak patogen lagi atau jatuh ke tanah, bergantung kepada kondisi metereologi
dan sifat spora. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk bertahan, spora dapat
sepenuhnya lenyap dalam beberapa jam setelah lepas ke udara. Spora anthrax di
udara tidak berbau dan tidak berwarna.

Dalam tanah, spora dapat bertahan untuk beberapa tahun bergantung kepada
kandungan nitrogen dan organik tanah, tingkat keasaman, kelembaban dan suhu.
Pernah dilaporkan spora anthrax hidup dalam tanah sampai selama 70 tahun.
Kemampuan spora anthrax menghasilkan toksin yang dapat membunuh manusia dan
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tahan terhadap lingkungan inilah yang menyebabkan bakteri ini sangat potensial untuk
dijadikan senjata biologis.

ANTHRAX SEBAGAI SENJATA BIOLOGIS

Penelitian mengenai anthrax sebagai senjata biologis dimulai lebih dari 80 tahun
yang lalu. Saat ini diketahui tidak kurang dari 17 negara dipercaya mengembangkan
program pertahanan senjata biologis, akan tetapi tidak diketahui secara tepat berapa
diantaranya yang menggunakan anthrax. Hanya Amerika Serikat, Rusia, dan Irak
mengakui bahwa negara tersebut melakukan penelitian tentang anthrax sebagai
senjata biologis.

Persyaratan pertama untuk mengembangkan anthrax sebagai senjata biologis
adalah membuat spora dalam bentuk aerosol. Spora anthrax di alam cenderung
menggumpal dalam ukuran partikel yang sulit untuk diisap. Hal inilah yang
menyebabkan spora anthrax secara alamiah dikatakan sebagai senjata biologis yang
lemah. Untuk membuatnya menjadi aerosol diperlukan sejumlah besar spora yang
ditumbuhkan dan dipupuk di laboratorium, kemudian dimurnikan dan dikombinasikan
dengan bahan tepung halus untuk mencegah spora tersebut menggumpal. Dalam
bentuk cairan, spora akan cenderung menggumpal, sehingga lebih mudah jatuh ke
tanah daripada bertahan di udara. Pada saat Perang Teluk, Irak menggunakan anthrax
sebagai senjata biologis dalam bentuk cairan.

Untuk menghasilkan tepung, spora harus pertama-tama dicuci beberapa kali dalam
suatu alat centrifuge yang besar dan mahal. Kemudian harus digunakan alat pengering
dan setelah itu disemprotkan ke dalam alat yang hampa udara, sehingga tepung tetap
dalam keadaan terurai. Apabila tidak, maka spora akan kembali menggumpal ke dalam
bentuk yang keras. Dalam hal ini, tepung juga digunakan sebagai media untuk
membantu spora tetap bertahan di udara selama mungkin setelah dilepaskan. Untuk
efektif sebagai senjata biologis, spora anthrax dibuat sedemikian rupa sehingga tetap
bertahan di udara dalam konsentrasi memadai untuk memungkinkan korban
menghirupnya dalam jumlah besar.

Anthrax dalam bentuk tepung pun tidak akan terus bertahan di udara. Spora akan
jatuh ke tanah secara cepat pada kondisi dimana tidak ada angin. Anthrax tidak dapat
beradaptasi dengan penyebaran melalui udara.

Para ahli menyatakan bahwa ukuran spora anthrax secara individual adalah sekitar
1-5 mikron. Partikel yang berukuran 5 mikron atau lebih biasanya terperangkap di
bagian atas alat pernafasan. Untuk itu agar efektif sebagai senjata biologis, spora
anthrax hasil rekayasa di laboratorium dibuat berukuran kurang dari 1 mikron sehingga
secara mudah dapat mencapai paru-paru.

Dengan demikian untuk kepentingan pengembangan senjata biologis, para ahli
telah melakukan penelitian laboratorium terhadap spora anthrax selama bertahun-
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tahun dan berhasil mengubah penampilan fisik dan susunan DNA-nya, sehingga
menjadi jauh lebih berbahaya daripada spora anthrax yang hidup di alam.

Pada tahun 1970, suatu analisis yang dibuat oleh WHO menyimpulkan bahwa
pelepasan spora anthrax sebagai senjata biologis ke udara melawan arah angin pada
suatu populasi 5 juta orang diperkirakan akan menyebabkan 250.000 korban dan
100.000 diantaranya akan meninggal dunia. Suatu analisis lebih baru yang dibuat oleh
Kongres Amerika Serikat memperkirakan bahwa 130.000 sampai 3 juta orang akan
meninggal dunia setelah pelepasan 100 kg spora anthrax ke udara diatas Washington
DC, sehingga serangan anthrax yang mematikan ini dapat disejajarkan dengan bom
atom.

KENDALA TEKNIS

Meskipun dinyatakan spora anthrax sangat potensial digunakan sebagai senjata
biologis, akan tetapi ada beberapa fakta yang relevan untuk dikemukakan menyangkut
kemampuan kuman dalam menyebabkan penyakit, yakni virulensi, resistensi
antibiotika, rekayasa genetika dan ukuran partikel. Tingkat keganasan senjata biologis
anthrax sangat ditentukan oleh kombinasi fakta tersebut diatas.

[l Virulensi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kemampuan kuman
dalam menyebabkan penyakit. Virulensi kuman sangat besar ditentukan oleh
susunan genetikanya. B anthracis terdiri dari 2 ikatan DNA yang disebut plasmid
yang keduanya secara bersama-sama menghasilkan toksin. Perbedaan yang tipis
dalam susunan genetika dapat mempengaruhi berat ringannya gejala klinis yang
timbul pada manusia. Penyelidikan yang dilakukan terhadap galur (strain) ames
yang ditemukan di beberapa kasus di Florida dan New York baru-baru ini
dinyatakan tidak memiliki virulensi yang terlalu tinggi.

[l Resistensi antibiotika adalah suatu pengukuran seberapa besar daya tahan
kuman terhadap antibiotika. Sejumlah galur secara alamiah mungkin saja lebih
resisten terhadap antibiotika daripada galur lain. Sovyet mengembangkan
beberapa galur B. anthracis yang resisten terhadap sejumlah antibiotika. Sejauh
ini, semua galur yang ditemukan pada aksi terorisme di Amerika Serikat dalam
empat minggu terakhir ini dinyatakan peka terhadap sejumlah besar jenis
antibiotika, termasuk bukan hanya yang umum digunakan ciproflaxin akan tetapi
juga berbagai anggota keluarga antibiotika jenis penicillin dan tetracycline.

[l Rekayasa genetika berarti sejumlah gen dari satu spesies atau galur dari suatu
organisme tertentu dipindahkan kepada yang lain melalui teknik bioteknologi.
Sovyet membuat sejumlah galur B. anthracis hasil rekayasa genetika yang
resisten terhadap antibiotika dengan menyisipkan DNA dari kuman yang resisten
antibiotika ke dalam kuman anthrax. Pada kasus anthrax di Amerika Serikat baru-
baru ini tidak diketahui secara jelas apakah kuman yang ditemukan telah
mengalami rekayasa genetika.
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[l Ukuran partikel adalah pengukuran (pada umumnya secara mikroskopis)
daripada gumpalan kuman yang terbentuk sebagai hasil dari pemupukan pada
medium cair dan dikeringkan menjadi suatu massa yang padat dan kemudian
digiling menjadi bentuk tepung. Semakin kecil ukuran partikel, semakin mudah
bahan tersebut untuk dihirup atau bertahan di udara, dan semakin besar
kemungkinannya bagi kuman untuk masuk sampai kedalam paru-paru.

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil dari kasus di Amerika Serikat
menunjukkan bahwa ukuran partikel kuman sangat kecil. Ini berarti bahwa bahan yang
digunakan sebagai alat teror tersebut diproduksi oleh suatu laboratorium dengan
peralatan yang canggih, oleh karena sulit untuk membuat spora dengan ukuran partikel
kecil dalam jumlah besar. Akan tetapi, para ilmuan menyatakan tidak sulit untuk
membuat spora dengan ukuran partikel kecil dalam jumlah kecil. Kenyataannya sejauh
ini kasus di Amerika Serikat berkaitan dengan sejumlah kecil tepung yang dikirim
melalui surat.

[KOMPAS, Senin, 12 November 2001 — Rubrik Kesehatan]

Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat




BERANTAS ”"AVIAN INFLUENZA”
DENGAN VAKSINASI

Pada akhir bulan Maret 2004, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAQO)
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling buruk dalam menangani
wabah avian influenza atau flu burung, bahkan dituding tidak berbuat apa-apa
dibandingkan dengan sembilan negara Asia lainnya yang juga dilanda wabah yang
sama.

Pernyataan tersebut tentunya tidak menggembirakan, tetapi di satu sisi telah
berhasil mendorong pemerintah dan dunia perunggasan Indonesia untuk terus-
menerus mengkaji ulang dan memantau seluruh upaya dan kebijakan yang telah dipilih
dalam penanggulangan krisis avian influenza (Al) yang berlangsung sejak pertengahan
tahun 2003 yang lalu.

Virus influenza tipe A sebagai penyebab penyakit Al termasuk keluarga
orthomyxoviridae dengan struktur yang terdiri dari 8 genom dan memiliki 2 jenis antigen
permukaan, yaitu haemagglutinin (H) dan neuraminidase (N).

Penyakit Al yang disebabkan oleh virus subtipe H5 dan H7 (biasa disebut Highly
Pathogenic Avian Influenza atau HPAI) merupakan penyakit unggas menular yang
sangat terkenal keganasannya sehingga dimasukkan kedalam kategori penyakit daftar
A Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Mengikuti sejarah penyakit ini sejak tahun
1955-1999 atau kurang lebih dalam rentang waktu 45 tahun, dunia hanya mengalami
18 kali kejadian wabah HPAI (lihat Tabel 1).

Tabel 1 : Wabah HPAI di dunia 1955 * 1999 (18 kali)

Keterangan :
* = Negara yang melakukan vaksinasi
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Tahun HPAI Negara Tahun HPAI Negara
1959 H5N1 Inggris 1991 H5N1 Inggris
1961 H5N3 Afrika Selatan 1992 H7N3 Australia
1963 H7N3 Inggris 1994 H7N3 Australia
1966 H5N9 Kanada 1994-1995 | H5N2 Meksiko*
1975 H7N7 Australia 1995-2001 H7N3 Pakistan*
1979 H7N7 Inggris 1997 H7N4 Australia

1983-1984 | H5N2 | Amerika Serikat 1997 H5N2 Italia
1983 H5N8 Irlandia 1997-2002 H5N1 Hong Kong*
1985 H7N7 Australia 1999-2000 | H7N1 Italia*
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PILIHAN STRATEGI YANG TEPAT DAN BENAR ?

Dengan kejadian wabah yang sifatnya masih sangat sporadik tersebut, OIE
menetapkan bahwa strategi yang paling efektif untuk membasmi penyakit ini harus
dilakukan dengan cara pemusnahan unggas (stamping-out) yaitu dengan membunuh
seluruh unggas hidup di peternakan tertular dan yang berada pada radius 3-10 km dari
peternakan tersebut. Pada kejadian wabah 1955-1999 secara keseluruhan telah
mengakibatkan kematian dan pemusnahan sekitar 23 juta ekor unggas.

Dalam perkembangan berikutnya, dunia mengamati bahwa sifat penyakit HPAI ini
mulai berubah, dimana wabah menjadi lebih sering timbul dalam rentang waktu lima
tahun belakangan ini (2000-2004).

Sejak penyakit HPAI diketahui mampu menyerang manusia di Hongkong pada
tahun 1997 yang lalu, tercatat ada 20 kali terjadi wabah di dunia termasuk 10 negara
Asia (lihat Tabel 2) dengan dampak kematian unggas baik karena sakit maupun
dimusnahkan, mencapai lebih dari 150 juta ekor. Ini menunjukkan bahwa virus Al telah
bermutasi menjadi jauh lebih ganas daripada sebelumnya dan bahkan menjadi potensi
ancaman bagi kesehatan manusia.

Tabel 2 : Wabah HPAI di dunia 2000 * 2004 (20 kali)

Tahun HPAI Negara Tahun HPAI Negara
2002 H7N2 | Amerika Serikat 2004 H5N1 Jepang
2002 H7N3 Pakistan 2004 H5N1 Thailand
2002 H7N3 Chili 2004 H5N1 Kamboja

2002-2003 | H7N3 Italia* 2004 H5N1 Hong Kong

2003 H7N2 | Amerika Serikat 2004 H5N1 Laos
2003 H7N7 Belanda 2004 H7N3 Pakistan
2003 H7N7 Belgia 2004 H5N1 Indonesia*
2003 H7N7 Jerman 2004 H5N1 China*
2003 H5N1 Korea Selatan 2004 H5N2 Amerika Serikat
2004 H5N1 Vietnam 2004 H7N3 Kanada

e e —
Keterangan :
* = Negara yang melakukan vaksinasi
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Gambar 4 : Wabah Baru Avian Influenza 2002-2004

AS, ltalia, Pakistan
Chili, Belanda, Belgia
Jerma, Kanada
Hongkong®, China*, Jepang,
Korea Selatan, Indonesia*,
Vietnam, Laos, Kamboja,
Thailand

*) Negara yang melakukan vaksinasi

VAKSINASI VS “STAMPING OUT”

Dengan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan vaksinasi tanpa
stamping-out, maka Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang menerapkan
vaksinasi sebagai strategi pengendalian dan pemberantasan Al. Dengan sumberdaya
yang begitu terbatas baik finansial, infrastruktur maupun tenaga, Indonesia harus
mengakui pendapat FAO yang menyatakan bahwa ada banyak kendala yang harus
dihadapi dalam memberantas penyakit ini.

WHO juga pernah menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia memilih
opsi stamping-out untuk mencegah kemungkinan penyakit Al ini menular ke manusia,
seperti halnya di Thailand dan Vietham. Pernyataan ini merujuk kepada negara-negara
maju yang sebagian besar melakukan tindakan stamping-out mengingat struktur
industri perunggasannya yang sudah tertata dengan baik.

Disana pada umumnya sektor perunggasan terdiri dari peternakan komersial skala
besar yang begitu tinggi kepadatan unggasnya dengan siklus produksi yang semakin
pendek. Dengan demikian stamping-out mudah dilakukan oleh karena penyakit mudah
dilokalisasi dan dihambat penyebarannya dengan cara membunuh unggas-unggas
yang sakit, diduga tertular atau diduga terkontaminasi.
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Meskipun sebelumnya kebijakan vaksinasi tidak disarankan oleh OIE, akan tetapi
ada beberapa negara di dunia yang pernah mengalami wabah melaksanakan vaksinasi
terhadap Al, seperti Meksiko, Pakistan, Hongkong, ltalia dan China. Alasan memilih
tindakan vaksinasi juga hampir sama dengan di Indonesia saat ini, yaitu menghindari
pemushahan unggas secara besar-besaran karena penyebaran penyakit yang sudah
sedemikian meluas, sulit menerapkan program biosekuriti secara ketat, terutama bagi
peternakan skala menengah dan kecil, serta wabah bukan hanya terjadi pada
peternakan komersial, tetapi sudah menyerang peternakan rakyat (backyard farming).

Dengan mempelajari pengalaman negara-negara yang telah melakukan vaksinasi
baik kelemahan maupun kekuatan vaksinasi dibandingkan dengan stamping-out, maka
para ahli penyakit Al dunia sepakat untuk mengajukan usulan perubahan terhadap
ketentuan OIE tentang pengendalian dan pemberantasan Al. Usulan ini diharapkan
dapat diterima dan disetujui pada sidang umum tahunan OIE bulan Mei 2004 ini.

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk memberi peluang bagi suatu negara
memilih opsi vaksinasi diantaranya termasuk juga pandangan dari aspek etika
kesejahteraan hewan terhadap pembunuhan wunggas dalam jumlah besar,
ketidakmampuan membedakan antara unggas yang telah divaksinasi dengan yang
mengalami infeksi alam, dan potensi mutasi virus dari yang kurang ganas (LPAI)
menjadi ganas (HPAI).

Dengan harapan yang sangat besar bahwa usulan opsi vaksinasi terhadap Al akan
disetujui OIE dalam tahun 2004 ini, Indonesia sudah pasti akan semakin mantap
melangkah ke depan terutama dalam mencari solusi yang lebih andal dalam
mengatasi permasalahan vaksin dan vaksinasi yang dihadapi saat ini.

Apabila Indonesia mengandalkan produksi vaksin dalam negeri untuk jangka
panjang, upaya meningkatkan mutu dan kapasitas produksi haruslah menjadi tujuan
utama.

Disamping itu, perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian dan
pemberantasan penyakit hewan menular termasuk aspek administrasi, organisasi
kerja, dan logistik harus dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif bagi
pelaksanaan operasional vaksinasi di lapangan. Namun, vaksinasi tetaplah hanya
suatu alat untuk memberantas penyakit dan akan menjadi suatu alat yang berhasil
apabila dibarengi dengan pengendalian lalu lintas unggas dan produknya, serta
peningkatan biosekuriti di peternakan unggas

PROSPEK VAKSINASI

Sampai saat ini, alasan negara-negara maju untuk tidak mempertimbangkan atau
menerapkan vaksinasi lebih disebabkan oleh besarnya dampak ekonomi akibat
pelarangan ekspor unggas hidup dan produk unggas. Indonesia bukan negara eksportir
unggas yang besar seperti Thailand, akan tetapi berpeluang untuk meraih kembali
status bebas Al seperti sebelumnya apabila mampu mengarahkan kebijakan dan
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sumberdayanya pada upaya membangkitkan kembali industri perunggasan dalam
negeri.

Teknologi vaksinasi Al yang semakin berkembang ditunjang dengan kemampuan
uji diagnostik untuk membedakan secara nyata antara unggas yang telah divaksin
dengan yang terekspos dengan infeksi alam disebut dengan strategi DIVA
(differentiating infected from vaccinated animals). Strategi ini didasarkan atas
penggunaan vaksin inaktif heterolog yang mengandung subtipe H yang sama dengan
strain lapangan. Namun, N yang berbeda, akan memudahkan pemantauan terhadap
ada tidaknya infeksi virus.

Di masa yang akan datang, suatu negara yang memilih opsi vaksinasi seperti
Indonesia akan tetap memiliki peluang untuk melakukan perdagangan unggas dan
produk unggas dengan negara lain apabila mampu memenuhi seluruh persyaratan
yang ditetapkan OIE termasuk menerapkan strategi DIVA. Untuk kepentingan
perdagangan, status bebas Al suatu negara harus dibuktikan secara ilmiah dengan
sistem monitoring penyakit berkesinambungan yang mampu memperlihatkan bahwa
infeksi tidak terjadi lagi pada populasi unggas yang telah divaksin.

[KOMPAS, Rabu, 23 Juni 2004 — Rubrik limu Pengetahuan]
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WABAH FLU BURUNG GELOMBANG KEDUA
POTENSI MENJADI PANDEMI ASIA ?

Wabah penyakit flu burung (Highly Pathogenic Avian Influenza) yang berjangkit di
banyak negara di Asia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2003 telah
menimbulkan dampak negatif bagi sektor pertanian, industri perunggasan, dan
perdagangan internasional di wilayah ini. Bahkan, dampaknya terhadap kesehatan
manusia telah menjadi kekhawatiran masyarakat di wilayah Asia dan dunia pada
umumnya.

Pola hubungan manusia dengan ternak dan jumlah penduduk yang padat di
beberapa wilayah di Asia menjadi pemicu tambah merebaknya penyakit flu burung.
Wabah gelombang kedua di Thailand dan Vietnam sudah terjadi tahun 2004 dan
diperkirakan secara keseluruhan sampai saat ini sekitar 120 juta unggas telah
dimusnahkan untuk mencegah wabah ini semakin meluas. Jumlah korban manusia
yang dilaporkan meninggal akibat terjangkit flu burung di dua negara tersebut
bertambah menjadi 32 orang.

Begitu juga di Indonesia, meskipun belum ada korban manusia, wabah flu burung
yang timbul kembali akhir-akhir ini di beberapa wilayah yang dahulu pernah dilaporkan
berjangkit penyakit ini, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,
menimbulkan kekhawatiran banyak pihak di Tanah Air. Bahkan, sejak awal Maret 2005,
wabah telah meluas ke Provinsi Sulawesi Selatan yang selama satu tahun belakangan
ini masih dinyatakan sebagai wilayah yang belum terjangkit flu burung.

Menyadari sifat alamiah dari penyakit flu burung yang mampu melewati batas
wilayah (frans-boundary diseases) dan ancaman yang berkelanjutan terhadap
kesehatan masyarakat, sangat kritikal bagi masyarakat di Asia untuk bekerja sama
dalam mencegah dan mengendalikan penyakit ini guna meminimalkan kerugian yang
terjadi. Dengan demikian, ke depan selama jangka waktu tertentu isu flu burung akan
tetap mendapatkan perhatian yang tinggi dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)
dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Dalam pernyataan bersama tanggal 1 Februari 2005 di Roma, kedua organisasi
tersebut menyatakan bahwa untuk beberapa tahun ke depan wabah flu burung akan
tetap menjadi ancaman yang berpotensi untuk menyebar antarnegara.

KOMITMEN POLITIK

Perlu disadari semua pihak bahwa penanganan terhadap penyakit flu burung harus
dilakukan di bawah suatu kepemimpinan yang kuat, dengan komitmen politik, serta
melalui kerja sama dan kemitraan antarlembaga di tingkat nasional maupun regional.
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Pengawasan untuk diagnosa dan pelaporan dini merupakan kunci sukses dalam
mengatasi penyakit ini. Secara nyata dapat dikatakan bahwa saat ini virus H5 sebagai
penyebab penyakit flu burung di Asia telah menjadi endemik di sebagian wilayah dan
keberadaan "reservoir” infeksi pada itik. Bahkan, potensinya bermutasi melalui burung-
burung liar dan babi merupakan tantangan serius dalam memberantas wabah ini.

Pada tataran praktis, sangat esensial untuk mengurangi jumlah virus yang
bersirkulasi di unggas dan di peternakan. Tidak pernah ditemukan satu strategi saja
yang memadai untuk melakukan hal tersebut, dan sebagai konsekuensinya harus
digunakan sejumlah strategi untuk menanggulangi wabah.

Tindakan yang diambil harus berdasarkan prinsip-prinsip good disease
management dan mampu diadaptasikan dengan situasi lokal. Dengan demikian,
otoritas kesehatan hewan di tingkat nasional bertanggung jawab untuk memutuskan
dan melaksanakan strategi yang sesuai untuk negaranya berdasarkan faktor-faktor
epidemiologik (termasuk sistem peternakan dan pemasaran), biologik, ekonomi, politik,
dan sosial.

Kerugian ekonomi yang diderita oleh peternak, akibat jutaan ayam yang mati serta
harga jual daging dan telur ayam yang merosot, tidak dapat ditanggulangi dalam jangka
pendek, bahkan apabila tidak dicegah dalam jangka panjang berpotensi membuat
dunia perunggasan di Indonesia semakin terpuruk.

Dampak ekonomi flu burung terdistribusi pada seluruh mata rantai pemasaran
unggas, mempengaruhi produsen, konsumen, sampai pekerja di industri ritel. Wujud
akhir dari dampak tersebut dapat berupa gangguan pasar, penurunan permintaan dan
harga produk unggas, ketidakstabilan kesempatan kerja, dan bahkan dalam kasus
ekstrem bisa menimbulkan dampak negatif terhadap industri pariwisata.

Meskipun demikian, perlu diingatkan kepada berbagai pihak bahwa keberadaan
penyakit flu burung yang berpotensi menjadi ancaman bagi kehidupan manusia tidak
bisa ditutupi dengan alasan apa pun, baik untuk kepentingan bisnis, ekonomi, maupun
politik.

Oleh karena itu, penanganan suatu wabah penyakit seperti flu burung yang
memiliki efek eksternalitas yang tinggi harus dilakukan semua pihak, baik pemerintah,
para peternak, maupun masyarakat sendiri.

Pemerintah harus bekerja sama erat dengan mitranya di industri, sektor swasta,
profesi dokter hewan, para peneliti dan stakeholder lainnya. Terutama dalam hal
apabila tindakan penanganan wabah akan menimbulkan dampak bagi produsen dan
konsumen produk unggas.

PENANGANAN DAN OTONOMI

Dengan belajar dari sejarah di mana Indonesia berhasil memberantas penyakit
mulut dan kuku (PMK) setelah berjuang intensif selama lebih dari 15 tahun, tidak
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relevan untuk membandingkan penanganan wabah penyakit hewan menular pada
masa lalu tersebut dengan situasi sekarang di mana otonomi daerah telah dijalankan.
Penanganan wabah kali ini jauh lebih sulit, selain karena spesies ternak yang diserang
adalah unggas yang populasinya cukup padat dengan sistem produksi beragam, juga
skala penyebaran wabah sudah sedemikian merata dan meluas di antara populasi
unggas, mulai dari ayam ras, ayam kampung, itik, hingga burung puyuh.

Di era otonomi daerah seperti saat ini, lembaga pemerintah yang bertanggung
jawab terhadap kesehatan hewan di tingkat nasional memiliki peran kunci dalam
menetapkan strategi pengendalian wabah flu burung dan menjalankan strategi
tersebut. Akan tetapi, perlu disadari bersama bahwa efektivitas operasional dalam
menangani wabah penyakit sangat bergantung kepada kapasitas pemerintah di semua
tingkat, mulai dari pusat, propinsi sampai kabupaten/kota.

Tentunya keterlambatan pemerintah dalam menerima laporan kasus, kemudian
mengidentifikasi lokasi wabah, dan setelah itu merespons terhadap situasi darurat akan
sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan tindakan yang diambil di
lapangan.

Situasi kondusif untuk penanggulangan wabah di era otonomi semakin sulit
tercapai dengan beragamnya struktur organisasi pemerintah yang menangani
kesehatan hewan di daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, sehingga kewenangan
yang dimiliki tidak dapat dijalankan dan diperkuat dalam satu otoritas kesehatan hewan
yang jelas. Hal ini memperlemah kemampuan pemerintah untuk membangun suatu
mekanisme arus informasi yang efisien dari lapangan sampai ke pusat dan
menyalurkan informasi umpan balik yang sangat esensial diperlukan untuk lapangan,
sehingga petugas lapangan mampu menjalankan perannya sebagai ujung tombak
dalam pengendalian wabah.

Kekuatan pemerintah dalam memerangi wabah penyakit sangat bergantung pada
sejauh mana terdapat rantai komando yang jelas mulai dari tingkat pusat sampai ke
tingkat akar rumput, profesionalisme yang kuat dalam melaksanakan tindakan-tindakan
pengendalian wabah yang diperlukan, serta ketersediaan infrastruktur yang berkaitan
dengan kebutuhan untuk melakukan diagnosa penyakit, surveilans, analisis data, dan
pelaporan penyakit.

Begitu juga kemampuan dalam mengendalikan wabah bergantung pada sejauh
mana pemerintah daerah dapat menerapkan seluruh aturan mengenai pengendalian
wabah penyakit secara benar, tegas, dan berkesinambungan.

Arogansi pemerintah daerah dan pelaku usaha, terutama perusahaan
perunggasan, seperti yang telah ditunjukkan selama ini dalam membiarkan informasi
mengenai kejadian penyakit flu burung di wilayahnya atau di perusahaannya tidak
terungkap secara transparan. Sebagai akibatnya, pengawasan lalu lintas ternak
unggas dan produknya maupun pengawasan terhadap vaksinasi dan vaksin tidak
dapat dijalankan secara efektif.
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Kekhawatiran akan timbulnya reaksi masyarakat yang tidak diinginkan, seperti
takut makan daging atau telur ayam, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk
menutup-nutupi dan bahkan menolak mengakui situasi sebenarnya. Reaksi masyarakat
harus dihadapi secara bersama dengan serius dan sekuat tenaga dengan cara
publikasi dan sosialisasi tentang keamanan produk unggas untuk menekan sekecil
mungkin ekses yang tidak diinginkan.

Pertimbangan jangka panjang harus lebih dikedepankan bahwa dengan
membiarkan penanganan isu flu burung tidak tuntas dan tidak transparan, krisis flu
burung tidak akan pernah berakhir dan masyarakat perunggasan di Indonesia akan
menjadi terbiasa untuk hidup dengan penyakit flu burung seperti halnya dengan
penyakit tetelo (Newcastle disease) yang sifat penyakitnya sudah endemis.

Artinya, apabila penyakit ini terus berlanjut, kerugian ekonomi yang nyata harus
dilihat bukan hanya dari tenaga dan dana pencegahan penyakit yang harus
dipersiapkan secara terus menerus, baik untuk hewan maupun manusia, tetapi juga
penurunan daya saing produk unggas kita untuk memasuki pasar internasional dan
bahkan kehilangan potensi pasar ekspor produk unggas dalam waktu cukup lama.

TANGGAP DARURAT

Dengan strategi utama yang dijalankan selama ini, yaitu peningkatan biosekuriti,
vaksinasi dan depopulasi, diharapkan wabah flu burung tidak akan terulang kembali.
Kejadian wabah gelombang kedua seperti kali ini sangat tidak diharapkan, akan tetapi
ke depan setiap kemungkinan situasi terburuk harus tetap diwaspadai. Kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun secara serius, terutama apabila
terjadi kasus penularan pada manusia serta berakibat serius dan fatal.

Ketakutan akan terjangkit flu burung sangat sulit untuk dinilai secara ekonomi,
tetapi sangat penting artinya bagi para pekerja yang berhubungan dengan unggas dan
produk unggas.

Mengingat bahwa wabah flu burung memiliki dampak terhadap masyarakat luas
dan bukan hanya peternak unggas, sudah saatnya kejadian wabah penyakit hewan
menular yang memiliki potensi ancaman terhadap kesehatan manusia ditetapkan oleh
pemerintah sebagai darurat bencana alam (natural disaster), sama halnya dengan
darurat bencana alam lainnya atau seperti halnya darurat di sektor pertanian seperti
puso padi, kekeringan dan sebagainya.

Memerangi wabah penyakit seperti flu burung dalam banyak hal sama dengan
memerangi peristiwa kebakaran dengan pendekatan disiplin yang sama. Kemampuan
untuk membangun rencana kesiagaan darurat wabah (disease emergency
preparedness) dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit flu burung
(disease awareness) akan mendorong berkembangnya sistem kewaspadaan dini (early
warning system) dan sistem respons dini (early response system) terhadap setiap
kemunculan wabah penyakit hewan menular yang seringkali sulit diprediksi.
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Dengan demikian, diperlukan suatu dukungan dari pemegang kebijakan di
pemerintahan dan pemimpin politik di negeri ini untuk mempertimbangkan ketersediaan
dana wabah atau dana tanggap darurat yang siap digunakan setiap saat apabila timbul
wabah penyakit hewan menular.

Terkendalinya wabah flu burung di Indonesia adalah suatu sasaran yang kompleks
dan sulit. Akan tetapi, dengan ketersediaan sumber daya dan dana yang lebih
memadai yang dikontribusikan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik
pemerintah, masyarakat perunggasan, maupun pihak-pihak yang berkepentingan
lainnya akan mendorong tercapainya sasaran tersebut.

[KOMPAS, Jumat, 1 April 2005 — Rubrik Bisnis & Investasi]
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Salah satu kebiasaan manusia yang hidup di dunia ini adalah melimpahkan
tanggung jawab dan mengalihkan kesalahan kepada hewan yang "voiceless” (tidak
mampu bersuara apa-apa) apabila terjadi sesuatu yang buruk menimpa mereka.
Hewan tidak akan protes, bahkan mereka juga tidak mampu mengajukan
keberatan.

Pemusnahan terhadap musang dalam jumlah cukup besar di China untuk
membasmi SARS (severe acute respiratory syndrome), yang secara paralel diikuti
dengan pemusnahan besar-besaran terhadap ayam di sejumlah negara Asia untuk
memberantas penyakit flu burung mengindikasikan bahwa memang binatang menjadi
‘biang keladi’ daripada munculnya penyakit menular yang ditakuti manusia.

Musang saat ini telah dinyatakan sebagai musuh manusia nomor satu di China
setelah kasus pertama SARS dikonfirmasi di Provinsi Guangdong pada tanggal 5
Januari 2004. Binatang ini diduga sebagai sumber dari virus yang mematikan ini.
Pemerintah daerah Provinsi Guangdong telah memutuskan untuk memberlakukan
hukuman mati terhadap binatang ini dan segera pembunuhan dijalankan secara besar-
besaran. Puluhan ribu ekor musang telah dimusnahkan sejak jatuhnya vonis tersebut.

Chong Zi dalam artikelnya di China Daily yang terbit akhir minggu ke-tiga Januari
2004 lalu menulis bahwa tidak seperti halnya manusia yang melakukan perbuatan
kriminal masih memiliki hak untuk mengajukan banding, hewan berkaki empat atau
berkaki dua sebagai mahluk yang sama-sama ciptaan Tuhan tidak memiliki
kesempatan seperti itu. Wabah penyakit SARS sejak beberapa tahun terakhir ini telah
merebak di Asia dan menimbulkan kekhawatiran dunia. Sejak itu penyidikan terus
dilakukan untuk mencari tahu apakah SARS yang disebabkan oleh virus corona
tersebut bersumber dari binatang.

Pada akhirnya Badan Kesehatan Dunia (WHO) bersama-sama dengan
Departemen Kesehatan China telah menemukan bukti yang kuat bahwa virus SARS
memiliki kaitan sangat kuat dengan musang, setelah melakukan penelusuran ke pasar-
pasar hewan dan restauran setempat yang menjual makanan hasil laut dan berbagai
satwa liar.

Nasib anjing masih lebih beruntung daripada musang mengingat hewan
kesayangan ini tidak termasuk dalam daftar yang harus dimusnahkan. Meskipun
demikian hewan ini juga mengalami masa-masa sulit tahun 2003 yang lalu terutama
pada musim gugur dan awal musim semi pada saat SARS mewabah di China.
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Beredarnya berita-berita miring bahwa virus ini bisa ditularkan dari hewan
kesayangan di rumah tangga kepada manusia menyebabkan banyak pemilik anjing
meninggalkan begitu saja hewan kesayangannya di jalan raya.

Masyarakat Provinsi Guangdong terkenal sebagai pemakan segala artinya hampir
semua jenis binatang muncul di meja makan mereka. Satu lelucon yang sering
diceritakan mengenai penduduk Guangdong adalah mereka makan “apa saja yang
bersayap kecuali pesawat terbang, apa saja yang berkaki empat kecuali meja, dan apa
saja yang bisa berenang kecuali kapal selam".

Setelah ditemukan virus SARS pada musang yang hampir identik dengan yang
ditemukan pada manusia, maka seluruh jenis binatang liar termasuk musang
dinyatakan dilarang masuk dalam menu makanan.

APAKAH BINATANG MERUPAKAN SUMBER PENYAKIT BAGI MANUSIA ?

William H. McNeill pengarang buku "Plagues and Peoples” menyatakan bahwa
banyak dari penyakit menular pada manusia bermula pada hewan, terutama hewan
peliharaan. Campak mungkin berkaitan dengan distamper pada anjing, radang otak
pada manusia dengan Japanese encephalitis pada babi. Begitu juga penyakit Nipah
pada babi, kemudian penyakit Ebola pada kera dan masih banyak lagi penyakit baru
(emerging diseases) yang muncul di abad ini. Bukti klinis dan hasil eksperimen telah
mendorong para ahli untuk menyatakan bahwa penyakit sapi gila atau bovine
spongiform encephalopathy (BSE) juga telah menembus hambatan spesies dari sapi
ke manusia.

Penyakit flu burung yang telah merebak di berbagai wilayah di Asia mulai dari
China, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Thailand, Pakistan, Indonesia,
Kambodya dan Laos oleh WHO pada awal tahun 2004, dinyatakan akan menimbulkan
masalah jauh lebih besar daripada SARS.

Sebagai reaksi atas timbulnya pandemi Asia tersebut, koordinator regional WHO di
Manila - Philippina, Peter Cordingley mengatakan bahwa apabila penyakit flu burung ini
bermutasi menjadi virus influenza yang berbahaya bagi manusia maka akan
menimbulkan masalah internasional baru yang serius.

Gejala penyakit flu burung apabila menyerang manusia seperti demam dan batuk
kemudian diikuti dengan radang paru-paru — sebagaimana halnya SARS — keduanya
serupa dengan gejala influenza pada umumnya akan tetapi dampaknya lebih ganas
dan fatal.

Meskipun tidak pernah ditemukan bukti adanya penularan flu burung dari manusia
ke manusia dan disebutkan pula bahwa orang hanya akan terinfeksi apabila kontak
dengan kotoran dari ayam yang sakit, akan tetapi apabila virus ini berkembang
kemampuannya untuk menyebar melalui kontak manusia maka akan menimbulkan
krisis kesehatan global.
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PEMUSNAHAN MASSAL (STAMPING-OUT)

Dalam keadaan dimana timbul wabah penyakit hewan menular, pemerintah suatu
negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku berhak memerintahkan
tindakan pemusnahan massal (stamping-out). Istilah ‘stamping out di dunia peternakan
diartikan sebagai pemusnahan ternak secara besar-besaran di suatu daerah tertular
tanpa menyisakan satu ekorpun. Luas daerah tertular dinyatakan dalam radius 5-10 km
dari lokasi terjadinya wabah. Prosedur ini menekankan pada dilaksanakannya
pembunuhan terhadap semua ternak tertular, diduga tertular maupun diduga tercemar.

Dengan demikian kerugian langsung yang akan terjadi akibat pemusnahan massal
tersebut adalah besarnya biaya kompensasi atau ganti rugi untuk peternak yang harus
disediakan oleh pemerintah. Sedangkan kerugian tidak langsung terjadi akibat negara
tersebut tidak bisa melakukan ekspor, tidak memiliki pendapatan akibat kehilangan
pasar domestik dan adanya biaya tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan
biosekuriti peternakan yang ketat.

Ketika terjadi wabah flu burung di Hongkong pada tahun 1997 yang lalu dimana
enam orang tewas, krisis kesehatan global bisa dicegah dengan memusnahkan sekitar
1,4 juta ekor unggas termasuk ayam dan itik. Seperti halnya dengan negara-negara
maju di Eropa dan Amerika yang melakukan pemusnahan massal apabila mengalami
wabah flu burung, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan berhasil mengatasi wabah
tersebut dengan cara sama.

Korea Selatan menyatakan setelah munculnya penyakit hewan yang sangat
menular ini di 15 wilayah telah melakukan pemusnahan massal terhadap 1,8 juta ekor
ayam dan itik. Di Jepang, hampir 35 ribu ekor ayam telah mati atau dipotong akibat flu
burung di suatu peternakan di Yamaguchi prefecture. Sedangkan Taiwan menyatakan
telah memotong 20 ribu ekor ayam sebagai tindakan pencegahan setelah strain virus
flu burung ditemukan di salah satu peternakan disana.

Begitu juga untuk mengatasi flu burung yang berjangkit di negaranya, pembunuhan
massal terhadap unggas masih terus dilaksanakan di Thailand dan Vietnam. Sebagian
besar wilayah Vietnam (57 dari 64 propinsi) dinyatakan tertular flu burung. Lebih dari
seribu peternakan ayam dan itik di Vietham dinyatakan tertular dan telah menyebabkan
kematian dan pemusnahan lebih dari 44 juta ekor.

Paling tidak 27 orang dinyatakan telah terinfeksi flu burung dan 20 orang
diantaranya meninggal dunia. Meskipun jumlah unggas yang dibunuh di Vietham sudah
cukup tinggi, akan tetapi tetap saja pada bulan Juli 2004 timbul wabah kedua (second
epidemic) meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil.

Walaupun sudah membunuh lebih dari 50 juta ekor unggas, sampai saat ini
Thailand belum juga berhasil keluar dari krisis wabah yang berjangkit di 18 propinsi.
Bahkan hal yang dikhawatirkan terjadi yaitu tumbulnya wabah ke-dua pada bulan Juli —
Agustus 2004. Sampai saat ini sebanyak 16 orang dinyatakan telah terinfeksi flu
burung di Thailand dan 11 orang diantaranya meninggal dunia. Sebagai dampak dari
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tindakan darurat penanggulangan wabah flu burung di Asia tersebut diperkirakan
secara keseluruhan sekitar 100 juta ekor unggas telah menjadi korban.

PANDEMI INFLUENZA DIKAITKAN DENGAN KEPADATAN POPULASI

Sebagian besar penyakit menular yang muncul dalam sepuluh tahun terakhir ini
disinyalir timbulnya dari sumber hewan. Para ilmuwan mengkaitkan antara hubungan
segitiga manusia, burung dan babi dalam penyebaran penyakit influenza. Bukti-bukti
telah memberikan kenyataan bahwa sumber paling utama dari keberadaan virus flu
burung di suatu wilayah adalah burung liar, biasanya itik air, but gulls dan shorebirds.
Dengan demikian pemahaman secara benar mengenai potensi hewan sebagai
‘reservoir’ penyakit sangatlah penting dalam setiap penyelidikan penyakit baru.

Para ahli percaya bahwa pola hubungan manusia dengan ternak dan kepadatan
penduduk maupun unggas di beberapa negara Asia akan menjadi pemicu untuk
bertambah merebaknya flu burung (lihat Gambar 5). Pandemi influenza berikutnya
diprediksi akan mengulang kejadian seperti pada saat wabah ’Avian flu’ tahun 1957-
1958 dan ’Hongkong flu’ tahun 1967-1968 yang apabila dijumlahkan menyebabkan
kematian 4,5 juta orang.

Gambar 5 : Kepadatan populasi unggas di Asia

11-23
24 -39
40-69
70 - 117
118 - 231
232 - 524
525 - 1487

1488 - 2380
no data

(I

Sumber : FAO (2004)

Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat




HARUSKAH HEWAN BERKORBAN UNTUK MANUSIA SETELAH

PENYAKIT SARS DAN FLU BURUNG MEWABAH DI ASIA ?

Struktur perunggasan di Asia Tenggara khususnya di Thailand dan Indonesia
masih didominasi oleh usaha kecil dan menengah yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Thailand adalah negara pengekspor ayam terbesar ke-empat di dunia.

Tahun 2003 lalu saja tidak kurang dari 500 ribu ton produk ayam senilai 52 milyar
baht dikapalkan ke luar negeri dan pada tahun 2004 ini ditargetkan sebesar 600 ribu
ton. Meskipun demikian sama halnya dengan di Indonesia, peternak kecil dan
menengah hanya memiliki kurang dari 30 persen populasi unggas akan tetapi mewakili
lebih dari 95 persen kepemilikan unggas.

Gambar 6 : Pasar ayam tradisional

Prospek timbulnya pandemi influenza baru dimulai dari suatu hipotesa yang
dikaitkan dengan skenario ‘pasar ayam’ (live bird marketing). Pasar ayam yaitu tempat
jual beli ayam hidup yang umum didapatkan di pedesaan maupun di kota-kota kecil.
Hipotesa ini didukung oleh studi yang dilakukan di Hongkong dan China daratan yang
menunjukkan bahwa virus influenza berhasil diisolasi dari ayam-ayam hidup di pasar-
pasar ayam tradisional.

Dengan demikian dianggap pasar ayam tradisional berfungsi sebagai 'amplifier
virus flu burung. Skenario ini dianggap sangat relevan dengan kehidupan sosial budaya
masyarakat di hampir semua negara di Asia yang terkena wabah flu burung saat ini.
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KENALI MUSUHMU

Siapa pun tidak mengira bahwa setelah perjalanan penyakit avian influenza pada
unggas di Indonesia mencapai dua tahun sejak Agustus 2003, dan jumlah kasus
kematian unggas akibat penyakit ini semakin nyata berkurang, muncul kasus
manusia pertama flu burung.

Kasus manusia pertama itu diumumkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, 28
Juni 2005. Ini berbeda dengan di Thailand, di mana kasus pada manusia umumnya
terjadi saat jumlah kasus kematian unggas akibat avian influenza (Al) sangat tinggi.

Meskipun pernyataan berjangkitnya kasus flu burung pada manusia dan bahkan
sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) sudah tidak dapat dielakkan lagi,
sampai hari ini belum ada penjelasan resmi pemerintah yang dapat disampaikan
kepada masyarakat luas mengenai sumber infeksi dan cara penularan dari unggas ke
manusia.

Gambaran epidemiologi penyakit yang didapatkan belum cukup diketahui secara
lengkap dan terstruktur untuk mencari korelasi antara agen penyakit, induk semang,
dan lingkungan. Kejadian flu burung pada manusia jelas memunculkan tudingan bahwa
sumber penularannya adalah unggas, meliputi ayam, itik, bebek, dan burung-burung
liar. Tidak dapat dibantah bahwa selama Al masih berjangkit pada unggas, maka
selama itu pula potensi ancaman penularan kepada manusia akan terus terjadi.

Keprihatinan terhadap situasi ini memunculkan tekanan bagi pemerintah untuk
berupaya sekuat tenaga memerangi Al pada sumbernya yaitu unggas, sebagai satu-
satunya cara untuk menghilangkan potensi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan
dan kesehatan manusia.

Kemampuan suatu negara untuk menanggulangi penyakit Al pada unggas
bergantung pada sejauh mana para ahli memahami tentang tingkah laku dan ekologi
dari virus Al secara umum, khususnya virus subtipe H5N1. Di samping itu, sangat
penting pula untuk memahami sistem produksi dan sistem pemasaran unggas lokal
yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan kejadian penyakit.

“STAMPING-OUT NO”

Perlunya tindakan pemusnahan unggas secara menyeluruh (stamping-out) dalam
radius 3 kilometer dari sumber infeksi seperti yang beberapa kali disampaikan baik oleh
Menteri Pertanian Anton Apriyantono maupun Menkes dalam jumpa pers
sesungguhnya tidak relavan lagi untuk diperdebatkan.

Dari rekomendasi pertemuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)/Office
International des Epizooties (OIE)WHO tanggal 24 Februari 2004 di Roma dinyatakan
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bahwa stamping-out hanya akan sangat efektif dijalankan apabila penyebaran penyakit
masih terbatas dan tingkat terinfeksi kembali rendah.

Prasyarat yang penting untuk terlaksananya tindakan stamping-out yang efektif
adalah apabila kejadian penyakit mampu terdeteksi secara dini, sistem pelaporan
penyakit berjalan efektif, dan tersedianya dana kompensasi yang memadai dan tepat
waktu. Di samping itu, hal yang sangat mendasar bagi penerapan stamping-out terletak
pada apakah negara memiliki dukungan legislasi yang kuat dan kapasitas infrastruktur
yang memadai untuk mampu menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum
(law enforcement).

Analisis kebijakan untuk menetapkan strategi yang telah dipilih pemerintah
Indonesia dilakukan dengan mengkaji dan mempertimbangkan seluruh aspek yang
mempengaruhi situasi Al pada unggas dan saling berkaitan satu sama lain, meliputi
aspek kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, dan politik

Dari hasil analisis tersebut, pemerintah melalui Deptan menetapkan sembilan
strategi penanggulangan yang satu sama lain saling memiliki ketergantungan dan tidak
dapat berdiri sendiri.

Titik berat strategi terletak pada upaya untuk memutus setiap kemungkinan kontak
dengan sumber infeksi melalui peningkatan biosekuriti di peternakan unggas, dibarengi
dengan pemusnahan unggas sehat sekandang dengan yang tertular.

Dalam situasi kejadian penyakit yang sudah endemis seperti sekarang,
pemusnahan unggas secara terbatas (selective culling) tetap harus dilakukan oleh para
peternak secara konsisten dengan pemberian dana kompensasi yang harus
disediakan oleh pemerintah.

Strategi ini diikuti dengan menekan sampai sekecil mungkin sirkulasi virus di
lingkungan dan mengurangi hewan peka terhadap infeksi dengan melaksanakan
tindakan vaksinasi dengan vaksin inaktif yang strain virusnya homolog dengan isolat
lapangan.

Penerapan vaksinasi harus dilihat sebagai alat untuk memaksimalkan biosekuriti
dan meningkatkan tingkat kekebalan populasi unggas. Titik lemah strategi yang perlu
mendapatkan perhatian yang lebih serius adalah pengendalian lalu lintas unggas
hidup, produk unggas dan limbah peternakan. Strategi ini digunakan untuk memutus
mata rantai penularan dengan menghentikan sumber infeksi yang sebenarnya sangat
efektif dalam mencegah perluasan dan penyebaran penyakit jika berhasil dilakukan.
Pengendalian perlu diperketat, terutama terhadap unggas hidup dan limbah peternakan
yang dikeluarkan langsung dari peternakan maupun yang dilakukan melalui lintas darat
antarkabupaten/kota dan juga lintas laut/udara antarpulau.

Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat




RISIKO INFEKSI

Untuk mengenal musuh dalam memerangi Al, harus diketahui secara pasti di mana
risiko infeksi berada, terutama pada populasi unggas yang telah divaksin. Dengan
program vaksinasi yang sudah dilaksanakan secara rutin selama ini di peternakan-
peternakan komersial mulai dari perbibitan unggas, peternakan komersial skala besar,
menengah dan kecil, maka tingkat kematian unggas secara nyata telah berhasil ditekan
sampai sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.

Untuk mempertegas strategi vaksinasi Al pada unggas oleh pemerintah, maka
perlu disikapi anggapan yang sering kali dikemukakan oleh Depkes bahwa vaksinasi
justru hanya akan menguntungkan industri perunggasan secara ekonomi karena ayam-
ayam tetap hidup dan mampu berproduksi, akan tetapi tidak akan pernah
menghentikan risiko infeksi bagi manusia.

Anggapan yang tentunya akan melemahkan penetapan strategi yang telah dipilih
dalam memerangi Al pada unggas. Kekhawatiran yang diperlihatkan dalam menyikapi
kemungkinan dampak negatif dari suatu populasi unggas yang divaksin menyangkut
dua hal, yaitu pengeluaran atau ekskresi virus secara persisten dari unggas yang telah
divaksin dan kemampuan menghasilkan strain baru sebagai hasil vaksinasi.

Penelitian memperlihatkan bahwa unggas yang telah divaksin dan kemudian
diinokulasi dengan virus H5N1 sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi, dan
sangat kecil kemungkinannya untuk mengeluarkan virus. Pada kenyataannya, unggas
yang divaksin secara baik mengeluarkan virus dalam jumlah seratus kali lebih sedikit
dibandingkan dengan unggas yang tidak divaksin. Unggas yang divaksin secara baik
juga akan mengurangi risiko penularan lebih lanjut, karena tingkat resistensi terhadap
infeksi meningkat. Kekhawatiran vaksinasi terhadap Al akan mendorong timbulnya
mutasi strain yang mampu menular dari manusia ke manusia seharusnya juga dapat
dihilangkan. Secara umum, virus influenza mengalami mutasi secara spontan apabila
virus memperbanyak diri. Tekanan terhadap virus memang terjadi akibat vaksinasi,
tetapi tekanan semacam ini pun juga terjadi pada infeksi alam.

VAKSINASI

Meskipun demikian, sangat tidak mungkin vaksinasi terhadap unggas akan
menimbulkan tekanan terhadap reseptor sel protein haemagglutinin (HA) yang pada
gilirannya mungkin akan meningkatkan kemampuan penularan virus. Dapat
disimpulkan bahwa vaksinasi sebenarnya justru dapat mengurangi peluang terjadinya
mutasi alamiah atau reassortment (pengaturan kembali gen) melalui pengurangan
jumlah virus yang bersirkulasi.

Untuk menghilangkan kekhawatiran dampak vaksinasi, maka penerapan sistem
surveilans yang efektif sebagai bagian dari sembilan strategi yang dicanangkan
pemerintah menjadi sangat penting dan kritikal dalam mengukur respon vaksinasi dan
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menelusuri serta mendeteksi keberadaan reservoir infeksi pada unggas yang secara
klinis normal. Untuk mendukung hal ini, terutama untuk mendeteksi secara cepat
setiap kemungkinan mutasi virus, perlu dilakukan surveilans epidemiologi bio-molekuler
dengan kemampuan untuk mengarakterisasi virus secara lengkap menurut keragaman
spesies, waktu dan lokasi. Cara ini akan dapat digunakan sebagai suatu alat

peringatan dini (early warning) untuk mengetahui apakah perubahan antigenisitas atau
genetik telah terjadi atau tidak.

Gambar terlampir memperlihatkan bahwa isolat virus unggas yang dikumpulkan
selama wabah Al berlangsung tahun 2003, 2004 dan 2005 dari berbagai daerah
tertular di Indonesia masih berada dalam satu cluster yang sama. Secara umum, dari
hasil pemetaan gen dapat diketahui bahwa virus H5N1 pada unggas di Indonesia
selama ini belum menunjukkan indikasi mengalami mutasi yang nyata.

Persoalan mendasar sekarang ini berkaitan dengan kasus flu burung pada
manusia yang perlu mendapatkan penanganan lebih serius dari pemerintah
menyangkut seberapa besar potensi penularan dari hewan ke manusia dan seberapa
jauh penyebaran virus H5N1 telah memasuki berbagai spesies unggas non ayam
termasuk itik dan burung liar. Banyak yang perlu dilakukan saat ini dan ke depan,
terutama untuk mengungkap reservoir infeksi dengan sasaran penelitian yang
mendalam tentang dinamika penularan, patogenesis dan tropisme virus H5N1 pada
berbagai spesies unggas dan lingkungan. Yang terpenting mempelajari kemampuan
pengikatan receptor (receptor binding) virus dengan induk semang yang berbeda
antara unggas-babi-manusia.
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Ck/Kupan: /BPPV6/04
CK/BanglngBah/BBP\/6 1/04 Gambar 7 :
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CWBM{? %aln/BPPV6-2/O4 dikumpulkan dari berbagai daerah
CK/Ind %n%';f;}S/AI\fOS;{M tertular di Indonesia (University of
Ck/Ngawn/BPPV4/O4 Hongkong, WHO Collaborating
I
St ndgli/eésigge%//lasppw/oe, Centre)
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[KOMPAS, Sabtu, 1 Oktober 2005 — FOKUS Flu Burung]
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APAKAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU,
ANCAMAN UNTUK INDONESIA ?

Berita munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Inggris dan Irlandia
Utara pada pertengahan bulan Februari 2001 ini, yang bahkan ditengarai sudah
menyebar ke daratan Eropa, telah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia,
terutama setelah disebarluaskan melalui pemberitaan media elektronik dan juga di
harian ini: “Dari Asia ke Inggris” (Kompas, 6 Maret 2001), tanpa masyarakat
memahami apa dan bagaimana PMK itu sebenarnya.

PMK atau yang secara internasional dikenal sebagai foot-and-mouth disease
merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia, karena
sangat cepat menular dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat luar biasa
besarnya. Seluruhnya ada 15 jenis penyakit hewan menular berbahaya, yang secara
ekonomis sangat merugikan, yang dimasukkan dalam daftar A oleh Organisasi
Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties). Salah satu penyakit
tersebut adalah PMK.

Meskipun persoalan PMK sampai dengan saat ini dianggap hanyalah merupakan
masalah kesehatan hewan dan tidak menyentuh kesehatan manusia, akan tetapi
dampak PMK menjadi sangat luas mengingat keterkaitannya dengan aspek penting
yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu aspek ekonomi dan perdagangan.

PMK SANGAT MENAKUTKAN

Setelah menyebar hampir ke seluruh daratan Inggris dan Irlandia Utara dalam
waktu kurang dari dua minggu, maka kejadian wabah PMK menimbulkan kepanikan
dimana-mana. Bukan hanya para peternak yang sangat terpukul karena
membayangkan jumlah kerugian ekonomi yang secara serius akan terjadi, akan tetapi
juga hampir seluruh penduduk Inggris merasakan dampak dari penyakit hewan ini.
Dikhawatirkan, tingkat bunuh diri di kalangan para peternak yang putus asa akan
meningkat sejalan dengan makin merebaknya PMK seperti halnya pada kejadian krisis
mad cow beberapa tahun yang lalu.

Suatu pusat bantuan, yang dibentuk untuk menangani wabah PMK ini, telah
mengakui menerima sejumlah telepon dari para istri peternak yang menyatakan bahwa
mereka sangat mengkhawatirkan kesehatan mental suami dan anaknya. Berbagai
peristiwa penting di Inggris seperti olah raga berkuda yang sangat bergengsi dan
popular, batal dilangsungkan. Belum lagi kalau diperhitungkan reaksi negara-negara
Eropa, Amerika, Kanada dan sejumlah negara di Asia, yang segera setelah wabah
PMK merebak di Inggris, melakukan pelarangan ekspor hewan dan seluruh produk
hewan yang berasal dari Inggris.
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APAKAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU,

ANCAMAN UNTUK INDONESIA ?

PMK adalah penyakit hewan yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi,
kerbau, kambing, domba, babi dan hewan liar seperti menjangan, Ihama, kanguru, yaks
serta hewan peka lainnya seperti gajah, armadillo dan tikus. Penyakit ini disebabkan
oleh virus PMK yang termasuk dalam genus Apthovirus dari Famili Picornaviridae. Ada
tujuh tipe virus PMK, yaitu A, O, C, Asial, SAT1, SAT2, dan SAT3. Dari tipe ini dapat
diidentifikasi lebih dari 60 subtipe, dan seringkali muncul subtipe baru secara spontan.

Yang jelas, penularan virus PMK sangat sulit sekali untuk dihentikan, karena virus
dapat terbawa sampai beberapa mil jauhnya oleh angin, orang, atau kendaraan. Pada
kelembaban relatif >60%, maka virus PMK dapat terbawa terbang oleh udara atau
angin melewati daratan sampai sejauh 60 km dan melewati lautan sampai sejauh 250
km.

Sekali timbul wabah PMK di suatu daerah/negara tertentu, maka penyakit ini
biasanya menyebar bagaikan api yang menjalar secara liar melalui kelompok domba,
sapi, kambing dan babi. Masa inkubasi penyakit ini bisa berlangsung 24 jam sampai
paling lama 2 minggu. Seringkali kebijakan yang diambil untuk menghentikan wabah
PMK adalah dengan pemusnahan hewan/ternak secara massal. Pemerintah Inggris
memutuskan untuk melakukan pemusnahan massal terhadap 14.092 ekor ternak
sampai saat ini, dan ada sekitar 60.000 ekor lagi yang rencananya akan dimusnahkan
untuk menghentikan penyebaran wabah.

MANUSIA SEBAGAI PEMBAWA PENYAKIT DAN SUMBER PENULARAN WABAH

Berbeda halnya dengan penyakit hewan seperti BSE maupun anthrax, maka PMK
tidak dianggap sebagai suatu penyakit yang berbahaya bagi manusia. Sepanjang
sejarah PMK di dunia, laporan yang menyebutkan bahwa PMK menulari manusia,
sangat jarang sekali terjadi. Kalaupun ada seseorang yang dianggap tertular PMK; itu
pun karena orang tersebut mengadakan kontak langsung dengan hewan atau ternak
yang sakit, dan biasanya hanya dalam bentuk gejala flu ringan.

Yang perlu dicermati dari penyakit ini adalah bahwa manusia bertindak sebagai
carrier atau pembawa penyakit ini. Seseorang yang baru saja mengunjungi peternakan
tertular, akan membawa virus PMK di sepatu atau pakaiannya, dan virus tersebut
mampu bertahan sampai selama 9-14 minggu. Hal inilah yang menyebabkan pada
kejadian wabah di Inggris, ribuan peternak dan keluarganya terpaksa tinggal di rumah
dan tidak dapat meninggalkan areal rumah tinggalnya sebagai upaya pihak berwenang
yang hampir putus asa untuk mencoba menahan ancaman wabah untuk tidak semakin
meluas.

Wabah PMK di Inggris sampai dengan minggu pertama bulan Maret 2001 telah
menyebar ke 96 peternakan dengan jumlah ternak sapi, domba, dan babi yang
terserang mencapai 62. 447 ekor. Berbagai macam reaksi yang dilakukan oleh negara-
negara yang ingin melindungi industri peternakan dalam negerinya dari kemungkinan
PMK menyebar ke luar Inggris.
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APAKAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU,

ANCAMAN UNTUK INDONESIA ?

Pemerintah Kanada menganjurkan warga negaranya yang berpergian ke Inggris
untuk menghindari kunjungan ke peternakan apabila berada dinegara tersebut. Mereka
diharuskan untuk melakukan prosedur pembersihan, seperti mencuci sepatu dan
melakukan cuci kering pakaian yang dikenakan, sebelum mereka kembali ke
negaranya. Pemerintah Jerman memushahkan semua makanan yang dibawa para
penumpang pesawat dari Inggris di bandara udara Hamburg, Munich, Frankfurt, dan
pelabuhan udara lainnya. Di samping itu, para ahli kesehatan hewan khawatir bahwa
virus PMK dapat melewati Terusan Inggris (the English Channel), terbawa oleh angin
atau burung atau ikan. Mereka beranggapan bahwa lalu lintas sepanjang Terusan
Inggris masih dapat dikendalikan oleh manusia, akan tetapi angin tidak dapat
dikendalikan oleh siapapun.

Meskipun sampai saat ini belum diketahui secara pasti sumber penularan PMK di
Inggris, namun secara teori dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar
penyebabnya berasal dari daging yang diimpor dari luar negeri. Seperti diberitakan,
sampai dengan 12 hari sebelum PMK ditemukan, Inggris masih melakukan impor dari
negara-negara Argentina, Namibia, Brazil dan Uruguay, yang dalam 12 bulan terakhir
mengalami wabah PMK.

Teori ini didukung oleh hasil analisa USDA/APHIS (Amerika) yang dilakukan
terhadap data yang dikumpulkan dari kejadian wabah PMK yang pernah terjadi di
dunia, yang menunjukkan bahwa persentase kejadian wabah dalam kurun waktu dalam
25 tahun terakhir lebih banyak disebabkan oleh importasi ternak/produknya dan vaksin.
Beda dengan penyebab kejadian wabah sebelum tahun 1969 dimana lebih banyak
disebabkan oleh daging, produk daging atau sisa makanan yang terkontaminasi (lihat
Tabel).

Tabel 3 : SUMBER PENULARAN WABAH PMK DI DUNIA
1870-1968 vs. 1969-1993

Sumber penularan*) Persentase Kejadian Wabah
1870-1968(a) | 1969-1993(b)
Daging, produk daging, atau sisa makanan 71 23
Angin atau migrasi burung 24 9
Importasi ternak dan produknya 2 36
Benda atau orang yang terkontaminasi 3 4
Vaksin 1 25
Satwa liar <1 3

*

a =
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APAKAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU,

ANCAMAN UNTUK INDONESIA ?

WABAH PAN AsIA

Badan Pangan Dunia (Food Agriculture Organization) dalam siaran persnya pada
tahun 2000 yang lalu telah memperingatkan dunia bahwa setiap negara dalam tahun
belakangan ini perlu mewaspadai kenyataan munculnya wabah PMK vyang
jangkauannya telah melampaui batas kontinen dan kecenderungannya untuk
berkembang menjadi krisis global. Wabah PMK yang telah menjadi pandemi diberi
nama “Pan Asia”. Pan Asia pertama kali muncul di India utara pada tahun 1990 dan
menyebar ke Arab Saudi, kemungkinan melalui perdagangan domba dan kambing
hidup, dan kemudian menjalar ke negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Pada
tahun 1996 meluas sampai ke Eropa, dimana wabah PMK terjadi di Turki, dan dari sini
mencapai Yunani dan Bulgaria.

Gambar 8 : Wabah PMK tipe O tahun 2000

Dari India menyebar ke arah timur dan barat — ke Nepal pada tahun 1993 dan
1994, Taiwan pada tahun 1997, Butan pada tahun 1998, Tibet dan Hae di China pada
tahun 1999. Pada akhir tahun 1999 dan 2000, wabah sudah menyebar hampir di
seluruh Asia Tenggara (Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja dan Malaysia). Pada
tahun 2000, dua negara di Timur Jauh juga takluk pada wabah Pan Asia yaitu Jepang
dan Korea. Jepang telah bebas PMK sejak tahun 1908, dan Korea sejak tahun 1934.
Kedua negara tersebut memiliki aturan yang ketat dalam hal importasi hewan dan
daging. Persinggahan Pan Asia yang paling akhir sebelum mencapai Inggris adalah
Afrika Selatan (lihat gambar 8 : wabah PMK tipe O).

Dari wabah PMK yang timbul di berbagai belahan dunia tersebut berhasil
diidentifikasi virus PMK tipe O, yang kemudian diberi nama strain “Pan Asia” (PA).
Pada kejadian wabah di Inggris ditemukan penyebabnya juga adalah virus PMK tipe O,
yang mirip akan tetapi tidak persis sama dengan strain PA.
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Di Afrika Selatan, penyebab wabah diduga disebabkan oleh sisa restauran untuk
makanan babi yang dibawa secara ilegal oleh sebuah kapal Asia. Di Jepang,
penyebab wabah diduga berasal dari pakan ternak yang berasal dari tumbuhan (hay
and silage), yang diimpor dari Cina, yang terkontaminasi oleh kotoran hewan, urine,
atau air ludah hewan tertular. Di Korea Utara, badai angin berpasir dari Cina yang
membawa virus PMK diduga sebagai penyebab timbulnya PMK.

Industri peternakan Inggris sangat terpukul dengan munculnya wabah ini, terutama
setelah dalam beberapa tahun belakangan ini secara finansial terhimpit dengan
masalah penyakit sapi gila dan wabah hog cholera.

Diperkirakan, para peternak Inggris mengalami kerugian sebesar 73 juta dollar AS
sebagai akibat dari pelarangan ekspor selama seminggu. Yang dikhawatirkan
Pemerintah Inggris adalah berlanjutnya wabah kali ini menyamai skala wabah yang
terjadi pada tahun 1967 dimana lebih dari 400.000 ekor ternak pada waktu itu
dimusnahkan untuk menghentikan wabah PMK.

INDONESIA DAN PMK

PMK di Indonesia dikenal sejak tahun 1887 dan pertama kali ditemukan di Pulau
Jawa. Dengan memperhitungkan kelayakan bahwa PMK bisa diberantas berdasarkan
beberapa faktor keuntungan yang dimiliki, maka pada waktu itu Pemerintah Indonesia
memutuskan untuk melaksanakan program pemberantasan secara besar-besaran
yang dimulai sejak tahun 1974-1985. Faktor keuntungan tersebut antara lain situasi
geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan di mana laut dapat digunakan sebagai
hambatan alam dalam mencegah penularan penyakit.

Hanya ada tiga pulau atau wilayah yang dinyatakan tertular, yaitu Pulau Jawa, Bali,
dan Sulawesi. Sedangkan batas darat antara Kalimantan dengan Malaysia Timur
(Sabah dan Serawak), dan antara Irian Jaya dengan Papua Niugini (PNG), juga secara
tradisionil dikenal sebagai wilayah bebas PMK.

Faktor keuntungan lain adalah tipe virus PMK di Indonesia hanya ada satu jenis
yaitu tipe O. Pemikiran lain yang juga mendukung adalah pada saat itu Indonesia aktif
melakukan impor bibit ternak dalam upaya meningkatkan tingkat produktivitas ternak
local dan diasumsikan kenaikan tingkat produktivitas di masa depan akan sulit dicapai
tanpa membebaskan populasi ternak dari PMK.

Dengan semakin meningkatnya secara luar biasa lalu lintas orang dan hewan antar
negara dalam dekade ini, yang membuat batas antar negara semakin tidak tampak
(borderless country), maka penerapan Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS),
yang mengatur tindakan suatu negara untuk melindungi kehidupan dan kesehatan
manusia, hewan, dan tumbuhan, perlu dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mencegah
Indonesia tertular kembali. Perjalanan wabah Pan Asia membuktikan bahwa Indonesia
memang perlu mewaspadai ancaman PMK dan kemungkinannya muncul kembali.
Status bebas PMK yang diakui oleh OIE sejak tahun 1990 perlu dipertahankan. Yakni
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dengan mengambil langkah-langkah, terutama menyangkut kebijakan importasi hewan,
bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan vyang harus dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta pelaksanaan prosedur karantina yang
ketat (lihat gambar 9 status OIE per 23 Maret 2000).

Gambar 9 : Status OIE per 23 Maret 2000

D = Bebas tanpa vaksinasi (53) = Zona bebas dengan vaksinasi (1)

@ = Bebas dengan vaksinasi (2) . = Zona bebas tanpa vaksinasi (4)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan
pangsa pasar yang cukup strategis bagi negara-negara pengimpor hewan, bahan asal
hewan, dan hasil bahan asal hewan, terutama dengan akan diberlakukannya AFTA
pada tahun 2003 mendatang. Garis pantai yang cukup panjang dan tempat-tempat
pemasukan yang cukup banyak, menyebabkan pengawasan terhadap masuknya
komoditas atau produk peternakan secara ilegal sulit dilakukan. Wilayah paling rawan
adalah Sumatera Utara yang sering kali menerima dari komoditas daging ilegal dari
Semenanjung Melaysia.

Pada saat di mana negara kita berada dalam situasi krisis moneter dan ekonomi
yang berkepanjangan, maka Pemerintah perlu mencari kemungkinan importasi produk
peternakan dari luar negeri dengan harga yang terjangkau masyarakat luas guna
mendukung ketersediaan pangan dalam waktu relatif singkat. Upaya tersebut haruslah
diiringi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan masuknya
penyakit oleh semua pihak yang terkait, baik pemerintah, industri, organisasi profesi,
asosiasi di bidang peternakan, maupun juga masyarakat peternakan lainnya.

[KOMPAS, Rabu, 21 Maret 2001 — Rubrik Nasional]
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Timbulnya kasus penyakit sapi gila atau bovine spongiform encephalopathy (BSE)
pertama di Jepang 10 September 2001 lalu, membuat penyakit tersebut tidak bisa
lagi disebut masalah Eropa. Negara-negara lain di luar Eropa tidak terkecuali
Indonesia, perlu mewaspadainya karena dalam selisih 15 tahun dari sejak pertama
kali dilaporkan terjadi di Inggris tahun 1986, BSE telah merambah ke Asia.

Seminggu setelah Jepang melaporkan adanya dugaan kasus penyakit sapi gila
kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), sejumlah negara seperti Amerika
dan Australia mengumumkan pemberlakuan pembatasan impor ternak ruminansia
(sapi, domba, kambing) dan produk-produknya yang berasal dari Jepang. Sebelumnya
kedua negara itu telah memberlakukan larangan impor produk daging dari Jepang
karena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Beberapa negara Asia seperti Thailand,
Korea, Malaysia juga mengambil tindakan serupa untuk mencegah masuknya penyakit
ini. Indonesia sendiri telah melarang hal yang sama sejak timbulnya wabah PMK di
Jepang tahun 2000.

Dugaan kasus BSE terjadi pada seekor sapi perah jenis Holstein berumur lima
tahun yang dipelihara di peternakan Chiba dekat Tokyo. Pihak berwenang dan para
ahli di Jepang mengatakan, kasus BSE itu disebabkan oleh tepung pakan ternak dari
daging dan tulang atau meat and bone meal (MBM) yang diimpor dari Eropa, serupa
dengan perjalanan penyebaran BSE dari Inggris ke negara-negara Eropa.

Mengingat masa inkubasi penyakit ini cukup lama, 2-8 tahun, maka diperkirakan
sapi umur lima tahun tersebut sudah terinfeksi sebelum Jepang memberlakukan
larangan impor MBM dari Inggris tahun 1996.

BSE DAN CJD

BSE adalah penyakit yang menyerang susunan saraf sapi, berkembang perlahan,
tetapi berakibat sangat fatal. Penyakit ini disebabkan oleh semacam protein yang
mengalami mutasi dan bertingkah laku seperti virus yang disebut sebagai prion. Sapi
tertular dari makanan tepung daging dan tulang yang berasal dari ruminansia (MBM).

Sampai saat ini BSE telah menyerang lebih dari 179 ribu ekor sapi di Inggris dan
sekitar 1.900 kasus BSE di Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Liechtenstein,
Luxemburg, Belanda, Portugal, Italia dan Swiss. Sejumlah kecil kasus BSE ditemukan
di Kanada, Kepulauan Falkland, Kuwait dan Oman, namun semua terjadi pada sapi
yang diimpor dari Inggris. Negara-negara yang baru dua tahun terakhir ini melaporkan
adanya kasus BSE yaitu Spanyol, Yunani dan Czech.
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Tabel 4 : JUMLAH KASUS BSE DI EROPA

NO Negara Jumlah kasus s/d ) Pertama kali
September 2001 dilaporkan tahun
1. | Inggris 179.950* 1986
2. | Irlandia 647 1989
3. | Portugal 602 1990
4. | Switzerland 366 1990
5. | Perancis 344 1991
6. | Jerman 108 1992
7. | Denmark 5 1992
8. | ltalia 27 1994
9. | Belgia 43 1997
10. | Luxembourg 1 1997
11. | Belanda 19 1997
12. | Liechtenstein 2 1998
13. | Spanyol 62 2000
14. | Yunani 1 2001
15. | Czech 2 2001
Sumber: Office International des Epizooties (OIE); *BSE Controls Review

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara epidemi BSE di Inggris dengan
konsumsi pakan MBM. Hanya dibutuhkan MBM seukuran sebutir jagung untuk
menginfeksi seekor sapi.

Creutzfeldt Jakob Disease (CJD) adalah bentuk spongiform encephalopathy pada
manusia yang sakit karena makan daging sapi yang tertular BSE. CJD sendiri sudah
dikenal sejak ratusan tahun lalu, akan tetapi bentuk yang dinyatakan berkaitan dengan
BSE disebut sebagai new variant CJD (nvCJD).

Sampai dengan saat ini dilaporkan 94 orang meninggal akibat nvCJD di Inggris,
tiga orang di Perancis dan satu orang di Irlandia. Sama seperti BSE, penyakit ini
menimbulkan gejala saraf dan fatal. Para ahli menemukan bahwa seseorang yang
makan daging secara teratur memiliki kemungkinan 13 kali lebih besar untuk meninggal
karena nvCJD dibandingkan yang tidak makan daging.

Tidak semua jaringan tubuh hewan memiliki tingkat infektivitas sama, hanya
beberapa bagian tubuh tertentu yang jadi pembawa agen BSE yang disebut sebagai
Specified Risk Material (SRM). SRM mencakup seluruh bagian kepala hewan,
termasuk otak dan mata, tonsil, sumsum tulang belakang, kelenjar limfe, thimus, ginjal
dan usus. Karena itu Uni Eropa sejak Oktober 2000 mengharuskan SRM dimusnahkan
saat penyembelihan ternak. Para ahli menyatakan, peraturan itu dapat menghilangkan
95% tingkat infektivitas pada sapi.

Selain melarang penggunaan MBM untuk ternak dan pemusnahan SRM, maka
pemerintah Inggris juga melarang pemanfaatan daging dari sapi berumur lebih dari 30
bulan - disebut sebagai “Over Thirty Month (OTM) Rules” — untuk konsumsi manusia.
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Ini mengingat rata-rata BSE terjadi pada sapi berumur 60 bulan. Meskipun demikian,
pelaksanaan peraturan OTM ini sulit dimonitor. Peternak dan pedagang sapi kadang
mengubah dokumen identitas sapi bahkan ada laporan 90 ribu ekor sapi hilang dari
daftar registrasi.

NEGARA YANG BERESIKO

Data perdagangan dunia menunjukkan, sejak 1986 sampai saat ini pakan MBM
dari Eropa telah diekspor ke lebih dari 100 negara. Wilayah pengimpor dalam jumlah
besar adalah Timur Dekat, Eropa Timur dan Asia. Inggris sendiri dilaporkan sejak
bulan Maret 1988 telah mengekspor 30 ribuan ton pakan ternak dari sapi yang
berpotensi terinfeksi BSE ke negara-negara berkembang.

Juli 1988, Pemerintah Inggris secara resmi melarang penggunaan MBM di seluruh
negera dan baru seminggu sesudahnya mengingatkan bahaya MBM ke Uni Eropa.
Namun baru delapan tahun kemudian - Maret 1996 — resmi diberlakukan larangan
ekspor MBM ke seluruh dunia. Karena itu tidak seorangpun yang tahu, berapa banyak
sapi-sapi terutama di negara berkembang yang telah diberi makan MBM dan
kemungkinan menginkubasi BSE.

Dari 100 negara yang paling beresiko terhadap BSE, tercatat bahwa Mesir, Iran,
Irak dan India adalah negara-negara yang mengimpor MBM dari Inggris selama tahun
1980-an dan memiliki industri ternak yang intensif.

Awal tahun 2001 Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah mengingatkan negara-
negara di seluruh dunia, bukan hanya Eropa Barat, terhadap ancaman penyakit sapi
gila dan risiko penularannya pada manusia. Semua negara yang pernah mengimpor
sapi atau pakan MBM dari Eropa Barat terutama dari Inggris sejak tahun 1980-an
berisiko terhadap BSE. FAO juga menyarankan agar tiap negara mengambil langkah
pencegahan awal dengan melarang pemberian pakan MBM kepada ruminansia dan
segala jenis hewan.

Juni 2001, pernyataan bersama yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
(OIE) menegaskan mereka mendukung upaya bersama penanggulangan BSE maupun
nvCJD. Semua negara diminta mengevaluasi potensi penularan melalui penilaian
sistematis terhadap data perdagangan dan faktor-faktor resiko.

AKANKAH MELANDA ASIA?

Indonesia, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka telah dinyatakan sebagai kemungkinan
korban berikutnya setelah membeli pakan ternak Inggris saat terjadi puncak epidemi
BSE di Inggris tahun 1993. Indonesia mulai mengimpor MBM dari Inggris tahun 1991
dan tahun 1993 jumlah impornya mencapai lebih dari 20.060 ton. Jumlah MBM yang
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diimpor Indonesia dari Inggris sepanjang tahun 1991-1996 mencapai 60 ribu ton.
Namun, di Indonesia maupun Thailand MBM impor itu banyak digunakan untuk pakan
ternak unggas, ikan atau babi, bukan ruminansia yang kebanyakan diberi rumput dan
atau konsentrat.

Walau begitu, para pakar kesehatan hewan khawatir bahwa impor MBM itu akan
memicu timbulnya epidemi BSE di negara-negara berkembang, sementara upaya
penanggulangannya sangatlah mahal. Pemerintah Inggris misalnya, telah
mengeluarkan 7,5 milyar dollar atau 67,5 trilyun rupiah untuk mengatasinya.

Seorang ahli WHO mengatakan bahwa epidemi BSE tidak akan terjadi di Asia dan
Afrika, karena epidemi BSE hanya terjadi di negara dengan industri peternakan besar,
mempunyai industri pembuangan hasil sampingan ternak (rendering plant), dan
memberikan pakan MBM kepada ruminansia. Kondisi semacam ini hanya terdapat di
negara-negara yang maju.

Walau begitu, hal ini tidak bisa diabaikan mengingat sulit sekali menelusuri kemana
saja ekspor daging sapi dan produk daging lainnya dari Inggris maupun negara-negara
Eropa lainnya pada periode 1987-1996, karena produk umumnya telah dikemas
kembali atau diiubah ke bentuk produk lain. Karena itu, munculnya kasus BSE
pertama di Asia, tetap perlu diwaspadai di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan hal-
hal yang direkomendasikan FAO/WHO/OIE seperti menerapkan sistem surveilans,
penilaian risiko (risk assessment) terhadap impor produk hewani, mengatur
penggunaan pakan MBM, dan pengawasan karantina yang ketat terhadap impor
produk-produk peternakan yang bisa menjadi media pembawa agen BSE.

[KOMPAS, Minggu, 7 Oktober 2001 — Rubrik IPTEK & KESEHATAN]
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Subsektor peternakan dinyatakan paling siap menghadapi perdagangan bebas
ASEAN (AFTA). Salah satu keunggulan kompetitifnya adalah bebasnya Indonesia
dari berbagai jenis penyakit hewan menular utama dalam penyakit daftar A
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Sejak tahun 1986, Indonesia sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK),
penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia. Akhir tahun 2002 Indonesia juga
menyatakan diri bebas dari penyakit sapi gila atau Bovine Spongiform Encephalophaty
(BSE).

Kemajuan industri peternakan nasional saat ini dan ke depan ditentukan oleh
kemampuan memanfaatkan status bebas kedua penyakit tersebut untuk kepentingan
pengembangan dan perluasan pasar ekspor hasil peternakan.

Perdagangan ternak dan hasil ternak dunia adalah bisnis besar - sekitar
seperenam dari nilai seluruh perdagangan sektor pertanian. Ekspor daging terutama
sapi, babi dan unggas mengontribusi setengahnya.

Negara maju menguasai lebih dari 75 persen perdagangan dunia ternak dan hasil
ternak. Negara berkembang termasuk Indonesia menjadi net importers dengan susu
dan hasil susu sebagai komoditas impor terbesar. Pada saat bersamaan, konsumsi
ternak dan hasil ternak negara berkembang tumbuh pesat, sehingga membuka peluang
pasar baru bukan hanya bagi produsen di negara maju, tetapi juga produsen domestik.

Meski akses pasar global secara teoritis difasilitasi Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO), Perjanjian Umum Perdagangan dan Tarif (GATT), dan Perjanjian Sanitary and
Phytosanitary (SPS), namun pembatasan terhadap perdagangan ternak dan hasil
ternak tetap ada. Ini akibat adanya penyakit hewan menular tertentu yang jadi
hambatan utama perdagangan.

Beberapa tahun terakhir, pasar daging dunia terancam karena banyak negara
eksportir daging memotong dan memusnahkan ternak besar-besaran akibat serangan
penyakit hewan menular.

PERDAGANGAN DAGING DUNIA

Perdagangan daging dunia saat ini dipengaruhi rendahnya harga pakan ternak,
pulihnya permintaan impor daging di wilayah Asia, fluktuasi nilai tukar di beberapa
negara yang industri dagingnya berperan cukup penting terutama Brazil, meningkatnya
subsidi ekspor, dan meningkatnya paket bantuan pangan dari negara maju.
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Tabel 5 memperlihatkan sepuluh negara eksportir terbesar dunia untuk berbagai
jenis daging. Peningkatan ekspor daging sapi Australia dan Brazil terjadi karena
melemahnya nilai tukar di kedua negara itu dan naiknya produksi domestik. Dengan
status baru bebas PMK yang dicapai tahun 1999, Argentina juga mampu meningkatkan
ekspor daging sapinya menembus pasar Amerika Serikat.

Untuk daging babi, eksportir Asia belum mampu menyaingi Kanada dan Amerika
Serikat. Kebanyakan negara Asia terutama Cina dan Taiwan menghadapi wabah PMK,
sehingga hanya mengekspor daging babi dalam jumlah sedikit. Kecuali Republik Korea
yang ekspornya ke Jepang meningkat karena Jepang terkena BSE.

Hampir 80 persen perdagangan daging kambing/domba dikuasai Selandia Baru
dan Australia, diikuti Uruguay. Amerika Serikat merupakan negara eksportir terbesar
daging unggas yang menguasai hampir 40 persen pasar dunia.

Tabel 5 : Sepuluh negara eksportir daging terbesar dunia (ribu ton)

Daging sapi Daging babi Daging unggas Daging kambing/domba
1. Australia (1.230) 1. Uni Eropa (1.000) 1. Amerika Serikat (2.525) | 1. Selandia Baru (345)
2. Amerika Serikat (966) | 2. Kanada (560) 2. Uni Eropa (900) 2. Australia (265)
3. Uni Eropa (670) 3. Amerika Serikat (487) | 3. Brazil (820) 3. Uruguay (12)
4. Kanada (520) 4. China (142) 4. China Hongkong (775) | 4. India (10)
5. Brazil (385) 5. Hongaria (115) 5. China (375) 5. Uni Eropa (4)
6. Selandia Baru (380) 6. Republik Korea (115) | 6. Thailand (290) 6. Republik Korea (3,4)
7. Argentina (320) 7. Polandia (110) 7. Hongaria (130) 7. Amerika Serikat (3)
8. India (220) 8. Brazil (100) 8. Kanada (65) 8. Rumania (3)
9. Uruguay (220) 9. Meksiko (60) 9. Polandia (40) 9. China (2)
10. China (70,5) 10. China Hongkong (55) | 10. Chili (24) 10. Argentina (1)

Sumber: World Meat Situation in 1999 and Outlook for 2000 (FAO)

PENYAKIT HEWAN MENULAR

Munculnya wabah penyakit hewan menular terutama PMK mulai dari dunia belahan
timur sampai belahan barat, menjadi perhatian dunia pada tahun 2000 dan 2001.
Bukan hanya sebagai akibat pemberitaan, tetapi juga dampak biaya ekonomi luar biasa
untuk menghambat penyebaran wabah penyakit tersebut, dan kekhawatiran konsumen
terhadap resikonya bagi kesehatan manusia.

PMK menyerang dan menyebar di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa. Hanya
tersisa Amerika Utara, Australia dan Antartika yang masih bebas. Lebih dari selusin
negara terkena PMK termasuk Jepang dan Korea Selatan pada awal tahun 2000,
Mongolia, Kazakhstan, Tajikistan, Yunani, negara-negara Amerika Selatan, dan pada
Maret 2001 di Eropa.

Wabah penyakit Swine Fever yang menyerang ternak babi di Inggris, semakin
memperparah industri peternakan Inggris yang sudah dilanda BSE.
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Wabah penyakit Rift Valley Fever menyebabkan ternak di wilayah Tanduk Afrika
tidak laku sama sekali. Sedang wabah penyakit Nipah di Malaysia menyebabkan
pemotongan ternak babi besar-besaran. Timbulnya kasus-kasus penyakit BSE di
negara-negara Eropa di luar Inggris berdampak sama.

Konsekuensinya adalah tertutupnya paling tidak seperempat perdagangan daging
sapi dunia dan hampir 40 persen perdagangan daging babi dunia. Mulai dari
tertutupnya ekspor dari negara-negara Uni Eropa, Argentina, sampai Uruguay dan
sebagian Brazil.

DAMPAK PENYAKIT HEWAN MENULAR

Baik konsumen maupun produsen, keduanya menderita saat krisis PMK terjadi.
Implikasi jangka pendek dari timbulnya wabah PMK di negara-negara pengekspor
utama daging dunia adalah berkurangnya ketersediaan daging bebas PMK di pasar
dunia dan tingginya harga.

Pada Tabel 6, terlihat implikasi pasar akibat pembatasan ekspor daging dari Uni
Eropa dan Amerika Latin. Tahun 2001 terjadi penurunan 2,9 persen perdagangan
daging sapi dunia dan kenaikan 3,5 persen harga pasar dunia. Penurunan juga terjadi
pada perdagangan daging babi dan daging domba. Persentase perubahan ini dihitung
berdasarkan besarnya dampak dibandingkan dengan proyeksi baseline.

Tabel 6 : Dampak wabah penyakit hewan terhadap perdagangan dan harga

2001 2006
Dunia PMK saja PMK+BSE PMK saja PMK+BSE
(%) (%) (%) (%)
Perdagangan
Daging sapi -2,9 -10,9 0,1 -6,7
Daging babi -1,5 12,5 -0,3 3,0
Daging unggas -0,2 47 0,0 1,9
Daging domba -1,3 0,1 -0,1 0,1
Harga
Daging sapi 3,5 -1,6 0,1 -1,1
Daging babi 2,0 3,0 0,3 0,8
Daging unggas 1,1 2,4 0,0 0,3
Daging domba 0,9 0,0 0,2 0,0

Sumber: Morgan, N. dan Yanagishima, K. (FAO), 2002

Dampak krisis PMK diperkirakan baru pulih tahun 2003 ini, dengan kecenderungan
turunnya harga daging dunia kembali ke harga dasar dan negara-negara yang tadinya
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tertular PMK sudah mampu mengekspor daging lagi. Tabel 6 memperlihatkan bahwa
kecuali daging sapi, harga daging dunia diproyeksikan akan segera turun (tahun 2006).

STATUS INDONESIA

Kemudahan suatu negara mengekspor daging bergantung kepada status PMK
negara tersebut. Status ini secara resmi ditetapkan OIE. Namun, bebas dari penyakit
hewan tertentu dan kepatuhan menerapkan ketentuan SPS belum menjamin akses ke
pasar ekspor.

Mengingat diperlukan upaya dan biaya tambahan mencari peluang pasar, maka
yang paling tepat dijalankan Indonesia adalah menerapkan status bebas penyakit
sebagai bagian dari strategi ekspor jangka panjang bila sejumlah upaya dalam
rangkaian promosi ekspor sudah dijalankan.

Dengan status bebas PMK dan BSE, Indonesia berpeluang memanfaatkan posisi
tersebut sebagai insentif perdagangan dan diharapkan di masa mendatang benar-
benar mampu bersaing di ASEAN.

Tabel 7. Perkembangan impor dan ekspor daging Indonesia (1996 * 2001)

. 1996 | 1997 | 1998 | 1999 2000 2001 | % perubahan
Indonesia (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) [96.98 | 98-01
Impor
Daging sapi 15773 | 23.315 | 8.814 | 10553 | 26.962 | 16.517 | -44,1 87,4
Daging babi 96 101 58 108 321 213 | -39,6 | 267,2
Daging unggas 2.051 811 | 571 | 4.070| 14017 | 1454 | 72,1 | 154,6
Daging kambing/domba 702 675 412 435 592 692 | -41,3 67,9
Ekspor
Daging sapi *

! ! 4 5 1 17 26 175 929.4
829:29 Sﬁb' e 41 366 | 189 222 690 461 | 3609 | 1439
Daging 99 0,3 2| 3.006 | 2.859 704 | 1.740 | 421
Kambing/domba 0 0 68 12 35 86 26,5

Sumber: Statistik Peternakan (2002)

Keterangan :

96-98 : masa krisis ekonomi;
98-01 : fase pemulihan;

* : tidak signifikan

Tabel 7 menunjukkan hampir seluruh importasi berbagai jenis komoditas daging
menurun saat krisis ekonomi melanda Indonesia (1996-1998), tetapi setelah itu terlihat
kecenderungan impor meningkat kembali (1998-2001) seiring membaiknya nilai tukar
rupiah.

Sebaliknya ekspor daging Indonesia terutama ke ASEAN kelihatannya tidak
dipengaruhi krisis ekonomi, bahkan daging babi dan sapi jadi semakin baik (1998-
2001). Hal ini akibat meningkatnya permintaan impor daging babi dari Malaysia.
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Hal ini menunjukkan bahwa industri peternakan dalam negeri mulai bangkit, meski
jumlah ekspor daging Indonesia masih sangat kecil dibanding dengan negara eksportir
besar dunia.

Peluang tersebut harus dioptimalkan pihak swasta/industri, bersama-sama
pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekspor hasil peternakan Indonesia.
Permasalahan di Indonesia sebagaimana halnya negara-negara berkembang bukan
hanya menyangkut aspek yang mempengaruhi penawaran akan tetapi juga permintaan
(supply demand).

Faktor permintaan meliputi hambatan tarif dan non-tarif, stabilitas pasar ekspor dan
harga. Faktor penawaran meliputi kemampuan memperluas atau efisiensi produksi,
diversifikasi produk, standar mutu, kemampuan pengujian laboratorium, dan berbagai
isu terkait dengan kesinambungan rantai pasar seperti produksi, pengolahan,
pengangkutan dan distribusi.

Dengan demikian keuntungan status bebas PMK dan BSE bagi Indonesia bukan
hanya diperoleh dari kenaikan nilai ekspor sebagai akibat peningkatan volume ekspor,
tetapi juga peluang mendapatkan harga yang lebih baik di pasar bebas PMK,
fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyesuaikan dan memaksimalkan nilai karkas. Ini
akan mendorong potensi lebih besar dalam menarik investasi dan memperbaiki
stabilitas pasar ekspor.

[KOMPAS, Minggu, 23 Februari 2003 — Rubrik IPTEK & KESEHATAN]
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Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai status bebas Penyakit Mulut dan
Kuku (PMK) mempunyai potensi untuk meraih peluang ekspor. Status bebas
penyakit hewan menular jelas merupakan insentif bagi perdagangan hewan dan
produknya, terutama apabila digunakan sebagai strategi ekspor jangka panjang di
mana sejumlah tindakan lain untuk promosi ekspor telah dilakukan.

Kasus PMK pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1887 dan kasus
terakhir pada tahun 1983. Program pemberantasan PMK dilaksanakan secara intensif
tahun 1974-1986 melalui vaksinasi terhadap populasi ruminansia di seluruh daerah
tertular. Sejak kasus terakhir, sudah tidak pernah lagi dilaporkan kasus PMK di
Indonesia selama 22 tahun.

Namun Indonesia harus senantiasa waspada, oleh karena sebagai negara dengan
jumlah penduduk sangat besar seringkali dijadikan sebagai pangsa pasar yang cukup
strategis bagi negara-negara pengimpor hewan dan produk hewan. Disamping itu
Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang dan tempat-tempat pemasukan
yang cukup banyak, sehingga pengawasan terhadap masuknya komoditi peternakan
secara ilegal sulit dilakukan.

IMPLIKASI PERDAGANGAN

Meskipun secara teknis kebebasan suatu negara dari PMK maupun perluasan
pasar sangat dimungkinkan dan secara ekonomi sangat menarik, akan tetapi
implikasinya akan berbeda terhadap berbagai pihak (stakeholders). Bagi satu pihak
mungkin menguntungkan, bagi pihak lain tidak berdampak apa-apa, bahkan bagi pihak
lainnya bisa merugikan. Oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji implikasi dari
status bebas PMK tersebut, dilihat dari perspektif berbagai pihak dan memperhatikan
pula dampak tidak langsung maupun dampak berganda (multiplier effect) yang
ditimbulkan.

Suatu penyakit hewan eksotik yang sangat menular dan dapat menyebar
melampaui batas negara (fransboundary disease) seperti PMK mampu menyebabkan
kerugian ekonomi yang sangat luar biasa besarnya, baik bagi produsen ternak, industri
terkait, maupun konsumen.

Pemerintah Indonesia wajib berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk mencegah masuknya kembali PMK ke Indonesia dan akan melakukan
upaya pemberantasan dengan biaya yang diharapkan dapat ditekan serendah mungkin
apabila wabah PMK suatu saat muncul kembali.

Dampak ekonomi PMK dapat dihitung dari tingkat kemungkinan terjadinya wabah
dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemberantasan, ditambah
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beban ekonomi yang timbul sebagai akibat kehilangan pendapatan peternak maupun
kehilangan peluang ekspor. Upaya memperkirakan tingkat kemungkinan kejadian
wabah PMK merupakan suatu hal yang perlu dikaji secara cermat, oleh karena jalur
masuk potensial PMK ke negara-negara yang statusnya bebas telah mulai berubah
dalam tahun-tahun terakhir ini.

Secara tradisional, diasumsikan bahwa sumber penularan yang paling mungkin
adalah importasi hewan dan produk hewan. Akan tetapi penerapan peraturan impor
dan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang ketat telah berhasil
mengurangi risiko sampai ke tingkat yang dapat diabaikan. Di lain pihak, peningkatan
jumlah wisatawan internasional, peningkatan volume perdagangan dan percepatan
transportasi telah membentuk sumber penularan baru potensial yang harus dikaji
secara lebih mendalam.

POTENSI ANCAMAN

Indonesia dinyatakan bebas PMK tahun 1986 dan status kebebasan tersebut telah
diakui secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) tahun 1990.
Selama hampir 20 tahun, pemerintah Indonesia telah menetapkan pelarangan
importasi yang ketat terhadap hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan
yang berasal dari negara-negara yang dinyatakan tertular dalam upaya untuk
mencegah masuknya kembali PMK ke Indonesia.

Peningkatan arus lalu lintas manusia dan barang serta perubahan pola
perdagangan, serta juga perubahan peraturan perdagangan dunia telah menyebabkan
meningkatnya kemungkinan timbulnya wabah PMK. Kecepatan lalu lintas perjalanan
internasional semakin meningkat dalam tahun-tahun terakhir dan pertumbuhan jumlah
penumpang internasional yang mengunjungi Indonesia semakin tinggi.

Virus PMK dapat bertahan selama 24 jam dalam sistem pernafasan manusia dan
dalam kondisi yang memungkinkan selama beberapa minggu pada pakaian. Jadi
sangat mungkin untuk seseorang yang mengunjungi suatu negara endemik PMK dan
secara kurang berhati-hati membawa virus tersebut ke Indonesia.

Jalur masuk lain yang mungkin menyebabkan virus PMK masuk ke suatu negara
bebas adalah melalui penyelundupan daging yang tidak diolah dan produk hewan
lainnya, terorisme ekonomi dan sampah yang ditransportasikan dengan pesawat
terbang dan kapal laut. Mengingat sangat tidak mungkin untuk melakukan pemblokiran
seluruh jalur masuk yang mungkin menyebabkan masuknya PMK ke Indonesia, maka
kemungkinan terjadinya wabah harus tetap dipertimbangkan.

Meskipun status Indonesia telah dinyatakan bebas PMK, namun sejumlah kondisi
atau persyaratan yang diberlakukan oleh OIE tetap harus dipenuhi. Persyaratan yang
sifatnya berlaku umum adalah memiliki sistem pelaporan penyakit yang teratur dan
cepat, memiliki sistem surveilans yang efektif, dan melaksanakan seluruh peraturan
menyangkut pencegahan dan pengendalian PMK.
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Evaluasi status PMK dilaksanakan setiap tahun dan wajib dilaporkan oleh
pemerintah Indonesia ke OIE. Dasar evaluasi berupa persyaratan khusus yang harus
dipenuhi Indonesia yaitu tidak ada wabah dalam 12 bulan terakhir, tidak ada vaksinasi
sekurang-kurangnya 12 bulan terakhir, dan tidak ada importasi hewan yang divaksin
sejak vaksinasi berakhir.

Dalam ketentuan OIE, dinyatakan komoditi dari negara atau zona tertular yang
bertindak sebagai media penular virus PMK dibagi menjadi dua kategori yaitu hewan
hidup dan produk hewan. Yang termasuk hewan hidup adalah ruminansia domestik
dan liar (termasuk hewan dalam keluarga Camelidae), serta babi domestik dan liar.

Berbagai macam produk hewan yang telah terbukti sebagai media penular virus
PMK adalah semen dan embrio/ova dari ruminansia dan babi; daging segar dan produk
daging dari ruminansia dan babi domestik/liar; produk asal hewan (ruminansia dan
babi) yang ditujukan untuk konsumsi manusia, untuk digunakan sebagai pakan ternak
atau untuk kepentingan pertanian atau industri; produk biologik yang non-steril
(ruminansia dan babi); dan bahan tanaman untuk pakan ternak seperti jerami (straw)
dan hijauan (forages). Komoditi lain seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan
umbi-umbian sangat kecil risikonya sebagai media yang dapat menyebarkan virus
PMK.

INTEGRASI PEMERINTAH DAN SWASTA

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan status bebas PMK
seharusnya bukan hanya menekankan kepada pengamanan maksimum (maximum
security) terhadap importasi hewan, produk hewan dan hasil ikutannya, tetapi juga
bersama dengan semua pihak baik industri maupun pihak swasta lainnya secara
terpadu melaksanakan respons dan kesiagaan darurat PMK (emergency response and
preparedness for FMD).

Meskipun PMK sudah lama hilang dari wilayah Indonesia, tetap harus dilakukan
upaya-upaya yang lebih serius dan terfokus untuk mengantisipasi kemungkinan
munculnya wabah yang setiap saat bisa saja kembali terjadi. Pemerintah peru
memperkuat kapasitas infrastruktur kesehatan hewan yang dimiliki, khususnya dalam
meningkatkan kemampuan diagnosa dan surveilans, serta sistim pelaporan penyakit.

Kebanggaan Indonesia sebagai negara bebas PMK akan dapat terjaga selamanya,
apabila semua pihak yang terlibat baik pemerintah, industri, sektor swasta lainnya,
organisasi profesi, asosiasi di bidang peternakan, perguruan tinggi maupun masyarakat
luas turut berpartisipasi dan bertanggung jawab baik moril dan materil.

Disamping itu Indonesia perlu memanfaatkan seoptimal mungkin status bebas
PMK yang telah mendapatkan pengakuan internasional untuk mendorong pertumbuhan
industri peternakan dalam negeri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri
serta menggerakkan ekspor untuk meningkatkan devisa negara dan meningkatkan
ekonomi masyarakat.
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Kekhawatiran masyarakat terhadap semakin merebaknya kasus daging impor ilegal
terutama yang berasal dari negara belum bebas penyakit bovine spongiform
encephalopathy (BSE) atau lebih dikenal dengan istilah penyakit “sapi gila”
tentunya tidak dapat begitu saja diabaikan, akan tetapi tidak juga harus disikapi
secara berlebihan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menggunakan haknya
dengan benar dalam membela konsumen terhadap ancaman penyakit sapi gila yang
dapat menjangkiti manusia yang mungkin terbawa melalui daging impor ilegal tersebut.
Namun demikian, timbulnya berbagai reaksi yang berbeda terhadap isu BSE yang
dikaitkan dengan daging impor dari Amerika Serikat yang pada akhir tahun 2003
dilaporkan terjangkit satu kasus sapi gila, justru semakin membingungkan masyarakat
dan bahkan tidak menambah pemahaman masyarakat tentang penyakit ini.

Dunia sudah mengenal BSE sejak 18 tahun yang lalu dan begitu banyak informasi
mengenai penyakit ini dapat ditemukan di internet. Ribuan lembar kertas dapat dicetak
dari internet untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang penyakit ini. Yang jelas
BSE bukan merupakan suatu penyakit yang dapat menular dari hewan ke hewan. BSE
adalah penyakit degenerasi syaraf pada sapi yang dihubungkan dengan konsumsi
pakan yang berasal dari sisa-sisa karkas sapi yang tidak dikonsumsi manusia
(rendered material) yang disebut ‘meat and bone meal (MBM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen penyebab BSE yang disebut prion (PrP)
terdapat dalam MBM yang dimakan sapi tersebut. Prion (PrP) adalah suatu molekul
protein yang terdapat pada membran sel syaraf yang mampu mereplikasi dirinya
sendiri. Meskipun prion ada pada kebanyakan mamalia, akan tetapi sampai saat ini
BSE baru ditemukan pada sapi. Prion ini sifatnya infektif dan berada pada tingkat
kandungan tertentu dalam jaringan tubuh sapi, sehingga menentukan tingkat
infektivitas bagian-bagian tubuh sapi. Konsentrasi prion yang sangat tinggi ada di
beberapa bagian tubuh sapi yang disebut ‘specified risk materials' (SRM). Daftar SRM
meliputi tengkorak, otak, trigeminal ganglia, mata, tonsil, urat syaraf tulang belakang,
dan dorsal root ganglia sapi berumur 30 bulan atau lebih, dan usus bagian distal ileum
sapi semua umur.

BSE DAN KESEHATAN MANUSIA

Meskipun para ahli belum sepakat benar tentang kaitan BSE dengan kesehatan
manusia, akan tetapi variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) dianggap penyakit pada
manusia yang ekuivalen dengan BSE pada sapi. Sejak timbulnya BSE pada tahun
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1986, dilaporkan sampai dengan saat ini terjadi lebih dari 188.000 kasus BSE di dunia,
sebagian besar di Inggris.

Gambar 10: Distribusi geografis negara-negara tertular BSE (1989 * 2004)

- Negara-negara dengan laporan BSE pada hewan lokal

|:| Negara/wilayah dengan laporan BSE hanya pada hewan impor

Sumber : FAO (2004)

Begitu takutnya masyarakat dunia terhadap ancaman penularan dari daging sapi
ke manusia, akan tetapi perlu disadari bahwa kasus vCJD pada manusia selama kurun
waktu 25 tahun hanya terjadi kurang dari 160 kasus dan itupun 143 kasus terjadi di
Inggris. Data lain menunjukkan pula bahwa meskipun pendedahan masyarakat Inggris
terhadap daging terinfeksi BSE begitu meluas, presentase populasi yang didiagnosa
vCJD sampai saat ini sangat kecil sekali. BSE menyebar di sebagian besar negara di
Eropa, namun dalam perjalanannya telah meluas ke Jepang tahun 2001, satu-satunya
negara tertular BSE di Asia, dan juga ke Kanada dan Amerika Serikat (AS) tahun 2003
(lihat Gambar 10).
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Tabel 8: Negara-negara yang melaporkan kasus BSE pada tahun 2003

. Insidens BSE per tahun
Negara Jumiah Jumlah sapi umur per juta ekor sapi umur >

kasus BSE > 24 bulan 24 bulan
Belgia 15 1.422.911 10,54
Kanada 1 5.900.000 0,16
Republik Czech 4 t.ad t.a.d.
Denmark 2 834.500 2,39
Perancis 137 11.400.000 12,01
Jerman 54 6.199.000 8,71
Irlandia 183 t.a.d. t.a.d.
Italia 29 2.938.500 9,86
Jepang 4 t.a.d. t.a.d.
Belanda 19 t.a.d. t.a.d.
Polandia 5 3.336.825 1,49
Portugal 133 t.a.d. t.a.d.
Slovakia 2 296.311 6,74
Slovenia 1 227.576 4,39
Spanyol 167 3.606.112 46,31
Switzerland 21 844 .659 24,86
Inggris 612 4.998.068 122,44

————————————————————————————————————— |
Sumber: Animal Health Status Worldwide in 2003, OIE (2004)

Sejumlah negara melaporkan kasus BSE pada tahun 2003 ke OIE seperti terlihat
pada Tabel 8. AS tidak dimasukkan ke dalam tabel ini, karena kasus positif BSE terjadi
pada sapi impor asal Kanada. Pengalaman negara-negara tertular menunjukkan bahwa
BSE hanya ditemukan pada sapi berumur lebih dari 24 bulan.

BSE DAN IMPOR DAGING SAPI

Dalam rangka mencegah masuknya BSE, pemerintah Indonesia hanya
mengizinkan impor daging dari negara bebas BSE. Australia adalah negara pengimpor
daging sapi ke Indonesia terbesar (68%), diikuti Selandia Baru (18%). Proporsi impor
daging sapi dari AS pada tahun 2001 hanya menduduki peringkat ke-4 setelah
Australia, Selandia Baru dan Uni Eropa dengan pangsa pasar hanya sebesar 6 persen
(lihat Gambar 11).

Larangan sementara impor daging dari Kanada dan AS segera diberlakukan
setelah ditemukan satu ekor positif BSE di Kanada pada bulan Mei 2003 dan satu ekor
lagi di AS pada bulan Desember 2003.
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Gambar 11 : Proporsi impor daging sapi ke Indonesia (2001)
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Sumber: UN Trade Database (2001)

Dampak BSE menyebabkan ekspor daging sapi AS sebagai negara pengekspor
nomor satu dunia merosot sampai 83 persen. Lebih dari 70 negara didunia
memberlakukan pelarangan impor daging sapi dari AS. Pada tahun 2003, Indonesia
melakukan impor 11,3 persen daging dan 88,7 persen jeroan (offal) dari AS. Jeroan
meliputi jantung 8.098 ton (58,5%) dan hati 2.295,4 ton (16,6%). Jeroan dan hati
disukai seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, jantung digunakan sebagai
bahan baku industri baso.

Para ahli mengatakan bahwa keberadaan prion bukan pada otot daging (muscle
meat), akan tetapi pada syaraf yang ada pada daging. Dengan demikian resiko
penularan dari daging yang berasal dari sapi semua umur sesungguhnya dapat
diabaikan apabila prosedur pemotongan hewan dijalankan sesuai persyaratan
kesehatan masyarakat veteriner. Tingkat infektivitas BSE dari bagian-bagian tubuh sapi
dapat digolongkan menjadi tinggi, sedang, rendah dan tidak ada infektivitas. Hati
tergolong tingkat infektivitas rendah, sedangkan jantung tidak memiliki infektivitas.

FAKTOR RISIKO BSE

Indonesia mencermati sejumlah faktor risiko (risk factor) yang digunakan untuk
mencegah masuknya BSE melalui impor daging. Risiko yang harus dianalisa sangat
dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama tindakan-tindakan apa yang telah
dilaksanakan oleh negara pengekspor daging dalam mengantisipasi kejadian BSE dan
juga tindakan-tindakan baru apa yang dilaksanakan setelah ditemukannya kasus positif
BSE. Pemerintah Indonesia menghentikan pelarangan impor daging dari AS pada
bulan Juni 2004, setelah mempertimbangkan sejumlah faktor risiko sebagai suatu alat
untuk melakukan penilaian terhadap situasi BSE dan tindakan penanggulangan yang
telah dilakukan oleh AS.
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Prinsip kehati-hatian (precautionary principles) yang dianut pemerintah dalam
menghadapi penyakit yang memiliki dampak terhadap kehidupan dan kesehatan
masyarakat selalu dikedepankan sebagai suatu mekanisme pertahanan diri (bio-
defense mechanism). Ada tujuh faktor risiko yang dianggap penting untuk menganalisa
situasi BSE di suatu negara seperti diuraikan dibawah ini.

Pelepasan SRM dari rantai pangan. Upaya untuk memastikan agar SRM ini tidak
menjadi bagian dari karkas sapi yang akan dikonsumsi manusia merupakan tindakan
yang kritis dan sangat menentukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

MBM asal ruminansia sebagai pakan sapi. Sumber infeksi MBM harus dilarang
untuk dikonsumsi oleh sapi untuk memotong siklus penularan. Praktek 'rendering’
sangat umum dijalankan di negara-negara industri sebagai upaya memanfaatkan sisa-
sisa karkas hewan yang tidak dimakan manusia (non-edible offal) sebagai pakan
ternak. Negara-negara tertular BSE tidak menghentikan praktek ini, akan tetapi
menghilangkan SRM dari rantai pakan dan sebagian negara mengizinkan MBM untuk
dimanfaatkan sebagai pakan unggas.

Impor sapi hidup dari Inggris dan negara lainnya yang tertular BSE. Masa
inkubasi BSE sangat lama, rata-rata 7 tahun, sedangkan deteksi penyakit baru bisa
dilakukan pada 6 bulan terakhir masa inkubasi. Untuk memperkirakan ada tidaknya
resiko BSE, perlu diketahui kapan terakhir negara tersebut melakukan impor sapi hidup
dari Inggris atau negara lainnya yang memiliki infeksi BSE pada sapi lokal dengan
memperhitungkan lamanya masa inkubasi tersebut.

Impor MBM dari negara tertular BSE. Untuk memperkirakan seberapa besar
resiko suatu negara, perlu diketahui kapan dimulai, berapa lama dan berapa jumlah
impor MBM ke negara tersebut. Pada masa lalu, ekspor MBM dari Inggris dilakukan ke
sejumlah negara terutama pada saat Inggris mengalami puncak wabah BSE tahun
1991-1996 dan dunia khawatir bahaya risiko belum dapat dihilangkan.

Pemeriksaan sebelum pemotongan hewan dengan gejala syaraf dan tidak
mampu berdiri (downer animals). Sangat penting untuk memastikan bahwa
pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante mortem) di rumah potong hewan
dijalankan secara memadai, sehingga mampu mendeteksi hewan yang menunjukkan
gejala syaraf dan tidak mampu berdiri, untuk kemudian diuji terhadap BSE.

Surveilans. Program surveilans BSE merupakan kegiatan yang dijalankan oleh
negara tersebut secara reguler dan terstruktur yang memungkinkan sistem deteksi dini
(early warning system). Jumlah sampel harus memadai untuk mampu mendeteksi
infeksi sesuai tingkat insidens yang terjadi. Surveilans harus didukung oleh
kemampuan diagnosa dan jaringan laboratorium yang memadai.

Sistem identifikasi ternak dan penelusuran (traceability). Kemampuan suatu
negara untuk menelusuri ke belakang maupun ke depan (frace back and forward)
sangat bergantung kepada sistem identifikasi ternak yang dijalankan. Sistem ini akan
sangat berguna dalam menemukan sumber infeksi BSE.
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